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ABSTRAK  
 Salah satu perusahaan atau BUMN/ BUMD yang bergerak di bidang 
penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum, yaitu PT. PLN dituntut untuk 
selalu memperbaharui pelayanan penyediaan listrik kepada masyarakat dalam 
rangka pemberian pelayanan umum. Sebagaimana dalam Peraturan Menteri 
ESDM RI Nomor 33 tahun 2014 pasal 3 ayat 2 mengatakan bahwa PT. PLN 
(Persero) wajib memenuhi dan meningkatkan tingkat mutu pelayanan listrik. Ini 
diakibatkan peningkatan akan kebutuhan tenaga listrik sebagai akibat 
daripeningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat dan perkembangan industry 
di Indonesia setiap tahunnya meningkat. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah 
inovasi yang mampu memberikan kepuasan kepada pelanggan dan bagaimana 
penerapannya di PT. PLN (Persero) Kabupaten Kepulauan Selayar. 
 Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan 
inovasi listrik prabayar PT. PLN (Persero) di Kabupaten Kepulauan Selayar. 
Penelitian ini menggunakanmetode penelitian deskriptif kualitati. Adapun 
penggunaan data yang digunakan adalah wawancara dengan keyinforman 
kurang lebih dua minggu.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum inovasi dalam 
pelayanan publik PT PLN (Persero) di Kabupaten Kepulauan Selayar semakin 
baik, meskipun masih terdapat kendala yang harus bisa diatasi dan diperbaiki. 
Menurut hasil penelitian berdasarkan prinsip integrasi organisasi De Mayer and 
Garg ada beberapa kendala yang ditemukan. Di antaranya kurangnya 
pengetahuan masyarakat tentang pengoperasian teknologi, biaya administrasi, 
dan sosialisasi yang belum efektif. 
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ABSTRACT 
One of the companies or state / local enterprises engaged in the provision 
of electricity to the public interest, namely PT. PLN is required to always renew 
the provision of electricity to the publicin order to award public service. Asthe 
Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No.33 of 2014 Article 3, 
paragraph 2 says that PT. PLN (Persero) shall meet and improve the level of 
quality of electricity service. This is due to the need for electricity will increaseas a 
result of an increase in the quality of people's welfare and development of the 
industry in Indonesia each year increased. There fore, it needs an innovation that 
can give satisfaction to the customer and how it is applied in PT. PLN (Persero) 
Selayar Islands District. 
In general,this study aims to determine the application o finnovative 
prepaid electricity PT. PLN (Persero) in Selayar Islands District. This research 
uses descriptive method kualitati. The use ofthe data used were interviews with 
key informan approximately two weeks. 
The results showed that in general innovation in the public service of PT 
PLN (Persero) in Selayar Islands Districtis getting better, although there still are 
obstacles that must be addressed and corrected. According to the resultsof 
research based onthe principle of integration organization De Mayer and Garg 
there are several problems were found. Among them the lack of public 
knowledge about the operation of the technology, administrative costs, and 
socialization that has not been effective. 
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I.1 Latar Belakang 
 Pelayanan Publik saat ini menjadi isu kebijakan yang semakin strategis 
karena perbaikan pelayanan publik di Indonesia sekarang cenderung  “berjalan di 
tempat” sedangkan implikasinya sangatlah luas dalam kehidupan ekonomi, politik, 
sosial budaya dan lain-lain.Menjadi penting perbaikan pelayanan publik mutlak 
perlu dilakukan agar image buruk masyarakat kepada pemerintah dapat 
diperbaiki, karena dengan perbaikan kualitas pelayanan publik yang semakin 
baik, dapat mempengaruhi kepuasan masyarakat sehingga kepercayaan 
masyarakat terhadap pemerintah dapat dibangun kembali. Maka dari itu, 
pelayanan yang berkualitas dan bermutu menjadi perhatian utama dari 
organisasi publik maupun swasta.Memberikan pelayanan yang maksimal telah 
menjadi kewajiban bagi suatu organisasi baik itu dalam bidang pemerintahan 
maupun swasta dalam hal ini juga termasuk BUMN/BUMD.  
Salah satu perusahaan atau BUMN/ BUMD yang bergerak di bidang 
penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum, yaitu PT. PLN juga dituntut 
untuk selalu memperbaharui pelayanan penyediaan listrik kepada masyarakat 
dalam rangka pemberian pelayanan umum. Sebagaimana dalam Peraturan 
Menteri ESDM RI Nomor 33 tahun 2014 pasal 3 ayat 2 mengatakan bahwa PT. 
PLN (Persero) wajib memenuhi dan meningkatkan tingkat mutu pelayanan listrik. 
Ini diakibatkan peningkatan akan kebutuhan tenaga listrik sebagai akibat 
daripeningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat dan perkembangan industry 
di Indonesia setiap tahunnya meningkat. (www.pln.co.id) 
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PT PLN (Persero) merupakan perusahaan penyedia jasa kelistrikan 
terbesar di Indonesia. Selaku perusahan BUMN yang menangani masalah 
kepentingan listrik dalam jumlah yang sangat besar, tentunya PT. PLN (Persero) 
harus memberikan pelayanan sebagai upaya pasti dalam memberikan public 
service yang maksimal untuk kepentingan dan kemajuan bangsa. PT. PLN 
(Persero) mempunyai komitmen untuk selalu menyuguhkan pelayanan yang 
inovatif dan terbaik bagi konsumen. Sesuai dengan visinya yaitu “ Diakui sebagai 
perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul dan terpercaya 
dengan bertumpu pada potensi insani”. Seharusnya dengan visi tersebut dan 
melalui inovasi program pelayanan yang telah diluncurkan PT. PLN mampu 
menyediakan pelayanan yang bermutu untuk masyarakat.  
Selama ini pelanggan PT. PLN (Persero) mendapat layanan listrik 
Pascabayar, yaitu menggunakan energi listrik terlebih dahulu kemudian 
membayar pada bulan berikutnya. Setiap bulan PT. PLN (Persero) harus 
mencatat meter, menghitung dan menerbitkan rekening yang harus dibayar 
pelanggan, melakukan penagihan kepada pelanggan yang terlambat atau tidak 
membayar , dan memutus aliran listrik jika pelanggan terlambat atau tidak 
membayar rekening listrik setelah waktu pertama (www.pln.co.id). 
Untuk mengembangkan suatu mutu pelayanan PT PLN maka Direksi PT. 
PLN (Persero) meluncurkan kebijakan Listrik Prabayar sejak tahun 2008 yang 
mulai dilaksanakan secara bertahap yaitu tahun 2009 dan 2011 untuk wilayah 
Kabupaten Kepualauan Selayar dengan tujuan meningkatkan pelayanan tenaga 
listrik kepada penduduk. Produk layanan jasa selain Listrik Prabayar beberapa 
terobosan telah dilakukan seperti memperluas jangkauan listrik, menambah 
ketersediaan daya di suatu sistem ketenagalistrikan, menciptakan 
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energyterbarukan, rehabilitasi jaringan, dan inovasi lainnya. Tapi bukannya 
menuai kualitas pelayanan yang baik dan membuat pelanggan puas tapi berakhir 
dengan kerugian besar terhadap negara akibat pengawas pemakaian listrik yang 
tidak efektif.Selain itu pembengkakan dan APBN dalam subsidi listrik menjadi Rp 
107,1 triliun atau naik Rp 35,7 triliun dari sebelumnya Rp 71,4 triliun. (Menteri 
Keuangan dalam Liputan6.com) 
Sistem Listrik Prabayar merupakan konsep system layanan baru bagi PT. 
PLN (Persero) karena banyak manfaat yang diperoleh oleh pelanggan maupun 
PT. PLN (Persero). Sejak tahun 2007 listrik prabayar ini dicanangkan oleh 
kemertrian ESDM yang menjadi salah satu pilihan masyarakat dalam kemudahan 
pengelolaan pemakaian listrik mereka.Pada tahun 2008 inovasi produk jasa ini 
kemudian diluncurkan dan mulai dilaksanakan oleh banyak ranting PT. PLN 
(Persero) di seluruh Indonesia. Sesuai dengan penelitian sebelumnya yang 
dilakukan oleh Nur Rizka Ayuningsih (skripsi kualitas layanan inovasi listrik 
prabayar pada PT. PLN (persero) di wilayah Makassar timur, 2012). Penelitian 
tersebut berfokus pada kualitas pelayanan inovasi listrik prabayar dengan melihat 
5 dimensi yaitu Tangible (Bukti Langsung), Reliability (Daya tanggap), 
Responsiveness (Daya Tanggap), Assurance (Jaminan), dan Empathy (Empati). 
Sedangkan pada penelitian ini lebih membahas dan berfokus pada Inovasi 
program Pelayanan Publik sektor Jasa PT. PLN (Persero) ranting Kabupaten 
Kepulauan Selayar dengan menggunakan konsep Manajemen Inovasi dan 
Penciptaan Nilai berdasarkan prinsip De Meyer dan Garg. 
Listrik pintar atau listrik prabayar menjadi salah satu pilihan masyarakat 
dalam kemudahan pengelolaan pemakaian listrik mereka. Listrik prabayar 
merupakan cara pembelian listrik yang mana pelanggan membayar terlebih 
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dahulu kemudian menikmati aliran listrik. Produk dari listrik prabayar ini berupa 
voucher isi ulang yang telah tersedia diribuan loket-loket yang tersebar diseluruh 
Indonesia. Voucher listrik prabayar STROOM ini diharapkan mampu menjangkau 
lebih luas masyarakat melalui kemitraan dengan Bank, PT. POS Indonesia, dan 
mitra pihak ketiga lainnya. Listrik prabayar ini menggunakan alat khusus yang 
berbeda dengan layanan listrik pasca bayar. Alat khusus ini dinamakan 
kWhMeter (meteran listrik) Prabayar, atau lebih dikenal dengan sebagai Meter 
Prabayar (www.pln.co.id).Alasan PT. PLN (Persero) mengganti program listrik 
pascabayar menjadi listrik prabayar karena program listrik prabayar merupakan 
program yang mempermudah pelanggan dalam pengontrolan penggunaan listrik. 
Dengan program ini pelanggan dapat mengatur pemakaian listrik dan dapat 
mematok anggaran biaya listrik bulanan.  
Program Listrik pintar (Prabayar) jika dilihat memang memiliki banyak 
keunggulan dari listrik pasca bayar sebelumnya. Namun tetap saja masih ada 
yang belum menikmati aliran listrikdan beberapa keluhan dari masyarakat yang 
menuai program ini yaitu adanya keluhan tentang tarif yang tidak sesuai dengan 
jumlah token (pulsa), belum banyak yang menjual voucher isi ulang terutama di 
desa-desa, pemadaman bergulir masih sering dilakukan padahal dengan 
menggunakan listrik prabayar harusnya tidak ada lagi pemadaman dan listrik 
tiba-tiba habis saat waktu yang tidak diinginkan.Sebelum diluncurkan listrik 
prabayar ini, tuntutan masyarakat karena pelayanan listrik yang buruk juga 
banyak terjadi setelah kebijakan ini diluncurkan. Pemadaman bergulir terjadi 
dalam beberapa waktu yaitu 2 sampai 3 kali dalam sehari dengan durasi waktu 
20 sampai maksimal 40 menit. Kondisi pemadaman ini bergilir di pelosok Tanah 
Air (Ishadi, 2011 : 66).  
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Banyaknya keluhanan pelanggan tentang pelayanan listrik selama ini juga 
menjadi alasan harus ada inovasi dari PT. PLN itu sendiri. Dalam (Ishadi, 2011 :8) 
mengatakan bahwa telah terjadi kegagalan dalam pengolaan listrik selama 
puluhan tahun di Indonesia. Pelanggan yang mengeluh memiliki berbagai alasan 
seperti data yang didapatkan dari PT. PLN (Persero) Rayon Kabupaten 
Kepulauan Selayar yaitu gangguan los kontak pada tiang, Kwh error akibat 
seringnya padam aliran listrik, rusaknya tombol pada kwh, borosnya pemakaian 
listrik akibat instalasi yang tidak standar, rusaknya pembatas pada kwh akibat 
beban lebih. Masalah ini kemudian yang menjadi perhatian penulis untuk 
mengkaji atau menganalisa penerapan listrik prabayar di Kabupaten Kepulauan 
Selayar.  
I.2 Rumusan Masalah  
Dari latar belakang masalah yang penulis paparkan sebelumnya dan 
seiring dengan adanya Inovasi Program Listrik Prabayar di PT. PLN (Persero) 
maka dari itu peneliti menarik permasalahan sebagai berikut : Bagaimana 
penerapan inovasi Listrik Prabayar PT. PLN (Persero) di Kabupaten Kepulauan 
Selayar? 
I.3 Tujuan Penelitian 
 Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu adalah untuk mengetahui 
penerapan inovasilistrik prabayar PT. PLN (Persero) di Kabupaten Kepulauan 
Selayar. 
I.4 Manfaat Penelitian 
 Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Manfaat Akademik 
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Kegunaan dari segi akademik dalam penelitian ini yaitu sebagai referensi 
bagi pihak-pihak yang berkompoten dalam pencarian informasi atau 
sebagai referensi mengenai Inovasi dalam pelayanan publicsector jasa 
PT. PLN (Persero) di Kabupaten Kepulauan Selayar. 
2. Manfaat Praktis  
Kegunaan praktis dalam penelitian ini yaitu diharapkan sebagai 
sumbangan pemikiran serta informasi bagi pemerintah kota maupun 
pimpinan BUMN/BUMD khususnya PT. PLN (Persero) dalam rangka 







II.1 Konsep Pelayanan Publik  
II.1.1Pengertian Pelayanan 
Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan orang lain melalui 
aktivitas orang lain yang langsung. Pelayanan juga adalah kunci keberhasilan 
dalam berbagai usaha atau kegiatan yang bersifat jasa. Kemudian Pelayanan 
adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dakam interaksi 
langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan 
menyediakan kepuasan pelanggan. Selain itu, Menurut S. Lukman dan Moenir 
dalam (Ahmad, 2012:12) Pelayanan merupakan suatu kegiatan atau urutan 
kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang 
lain atau secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. 
Pelayanan menurut Kotler dan Bloom (1984) dalam (Ahmad 2012: 8) 
adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau 
kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu 
produk secara fisik. Kemudian menurut Prasojo (2006:6), pelayanan merupakan 
respons terhadap kebutuhan manajerial yang hanya akan terpenuhi kalau 
pengguna jasa itu mendapatkan produk yang mereka inginkan. 
II.1.2 Pengertian Pelayanan Publik 
Pelayanan Publik yang menjadi focus studi ilmu Administrasi Publik di 
Indonesia, masih menjadi persoalan yang perlu memperoleh perhatian dan 
penyelesaian yang komprehensif. Hipotesis seperti tuntutan pelayanan publik 
sebagai tanda ketidakpuasan masyarakat dapat dilihat sehari-hari. Harus diakui 
bahwa pelayanan yang diberikan pemerintah kepada rakyat mengalami 
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pembaruan, baik dari sisi paradigma maupun format pelayanan seiring dengan 
meningkatnya tuntutan masyarakat dan perubahan dalam pemerintah itu sendiri. 
karena pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secar 
ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan 
kebutuhan manusia. Hal ini ditegaskan oleh Budiman Rusli bahwa selama 
hidupnya, manusia membutuhkan pelayanan. 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa Pelayanan 
adalah hal, cara, atau hasil pekerjaan melayani. Sedangkan melayani adalah 
menyuguhi (orang) dengan makanan atau minuman, menyediakan keperluan 
orang, mengiyakan, menerima, menggunakan. Sementara itu istilah publik 
berasal dari bahasa Inggris yaitu Public yang berarti masyarakat, umum, negara. 
Kata Publik sebenarnya sudah menjadi Bahasa Indonesia Baku menjadi Publik 
yang berarti umum, orang banyak, ramai. 
Menurut Prasojo (2006:6) pelayanan publik adalah suatu upaya 
membantu atau memberi manfaat kepada publik melalui penyediaan barang dan 
atau jasa yang diperlukan. Dalam keputusan Menpan nomor 
63/kep/m.pan/7/2003 pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang 
dilaksanakan oleh penyelenggara pelayan publik sebagai upaya pemenuhan 
kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan perundang-
undanganan. Kemudian menurut Zauhar (2001) dalam Ahmad (2012: 11), 
pelayanan publik adalah suatu upaya membantu atau member manfaat kepada 
publik melalui penydiaan barang dan atau jasa yang diperlukan oleh 
mereka.Sedangkan dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2009, pelayanan publik 
adalahkegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutahan 
pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga 
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negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administrative yang 
disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 
Intinya bahwa pada umumnya, pelayanan publik perlu memperhatikan 
kebutuhan pelanggan maupun citizen sebagai masyarakat yang harus terlayani 
dengan baik. Pemerintah sebagai penyedia layanan publik dibutuhkan oleh 
masyarakat harus bertanggung jawab dan terus berupaya untuk memberikan 
pelayanan yang terbaik demi peningkatan pelayanan publik.  
II.1.3 Produk dan Jenis Pelayanan 
Manajemen pelayanan pada sectorpublik adalah keseluruhan kegiatan 
pengelolaan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah yang secara langsung 
operasional dilaksanakan oleh instansi-instansi pemerintah atau badan hukum 
lain milik pemerintah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, baik 
pelayanan yang sifatnya langsung diberikan kepada masyarakat maupun tidak 
langsung melalui kebijakan-kebijakan tertentu.  
Produk-produk pelayanan menurut sifatnya dibedakan ke dalam kategori 
sebagai berikut : 
1. Produk layanan privat 
Produk layanan ini memiliki sifat bahwa jika telah dimiliki secara individual, 
maka si pemilikdapat mencegah individual lain untuk menggunakannya. 
Namun demikian, untuk memiliki barang layanan ini setiap individu atau 
institusi harus memperoleh persetujuan dari pemasoknya. Peretujuan ini 
biasanya dalam bentuk penetapan harga. 
2. Produk layanan publik 
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Produk layanan ini digunakan secara kolektif bagi individual siapa saja yang 
ingin menggunakan dan tidak menggunakan dan tidak mungkin seorang 
individu mencegah individu lainnya menggunakan.  
3. Produk layanan yang disediakan oleh negara dan swasta 
Sektor swasta memiliki peran penting dalam penyediaan produk-produk 
pelayanan privat dan saling bersaing dalam penyediaannya menurut selera 
konsumen. Pemerintah berperan dalam menetapkan persediaan (supply) 
produk pelayanan yang disediakan sector swasta melalui proses politik 
(kebijakan publik). namun demikian, terdapat produk pelayanan yang sifatnya 
privat tetapi dapat disediakan pula oleh negara.  
Produk pelayanan dalam manajemen pelayanan terdiri dari barang jasa 
dan surat berharga yang jabarkan sebagai berikut : 
1. Barang, yaitu suatu barang yang dapat diperoleh dari layanan pihak lain, 
misalnya transaksi jual beli antara seseorang dengan pihak penjual atau 
perantara (dapat juga langsung produsen).  
2. Jasa, yaitu suatu hasil yang tidak harus dalam bentuk fisik tak berdimensi, 
tetapi dapat dinikmati oleh pancaindera dan atau perasaan (gerak, suara, 
keindahan, kenyamanan, rupa), di samping memang ada yang bentuk 
fisiknya dituju (kesempurnaan fisik, penampilan, warna, dimensi). Kedua sifat 
di atas kadang-kadang  menyatu, kadang-kadang terpisah dalam arti 
misalnya produk jasa itu berupa kenikmatan yang berasal dari sesuatu yang 
berbentuk fisik, maka bentuk fisiknya itu belum tentu dapat dimiliki bahkan 
memang tidak dimaksudkan untuk dimiliki.  
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Kegiatan atau usaha yang menghasilkan produk berupa jasa banyak 
sekali jenis ragamnya.Di sini dikemukakan beberapa contoh yang sudah 
cukup dikenal : 
- Jasa transportasi darat, laut/sungai, udara; 
- Jasa perdagangan dalam/luar negeri; 
- Jasa perjalanan yang dilaksanakan oleh perusahaan jasa Perjalanan 
(Tour & Travel Service); 
- Jasa parawisata; 
- Jasa perbankan dan lembaga keuangan bank; 
- Jasa perencanaan (teknik, bangunan, mode); 
- Jasa konsultasi (bangunan, manajemen, psikologi); 
- Jasa perhotelan dan penginapan; 
- Jasa hiburan dan permainan; 
- Jasa pendidikan dan pelatihan; 
- Jasa perbengkelan (otomotif, elektronik, apotik); 
Produk jasa ini pada dasarnya akan dapat memuaskan pihak yang 
bersangkutan apabila hasil karya, penyelenggaraan, penyajian atau 
pelaksanaannya, memenuhi spesifikasi, keterangan, janji atau kesanggupan 
tertulis dan pihak pembuat, penyelenggara atau pelaksana seperti yang 
biasanya disediakan (brosur, leaflet, owner‟s guide book, dan sebagainya). 
3. Surat-surat berharga yaitu hasil kegiatan atau pekerjaan adminisrasi 
perkantoran. Bagi setiap orang yang memerlukan surat apapun jenisnya dan 
namanya, yang bagi orang lain dan juga orang yang membuat, 
menandatangani, dan menyerahkan, dinilai tidak berharga, tetap memiliki 
“harga” karena surat itu memiliki tanda atas pemenuhan haknya.  
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Bentuk pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dapat 
dibedakan ke dalam beberapa jenis pelayanan, yaitu : 
1. Pelayanan pemerintahan  
Jenis pelayanan masyarakat yang terkait dengan tugas-tugas umum 
pemerintahan, seperti pelayanan KTP, SIM, Pajak, dan keimigrasian. 
2. Pelayanan pembangunan  
Suatu jenis pelayanan masyarakat yang terkait dengan penyediaan sarana 
dan prasarana untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat dalam 
melakukan aktivitasnya sebagai warga negara. Pelayanan ini meliputi 
penyediaan jalan-jalan, jembatan-jembatan, pelabuhan-pelabuhan, dan 
lainnya. 
3. Pelayanan utilitas 
Jenis pelayanan yang terkait dengan utilitas masyarakat seperti, penyediaan 
listrik, air, telepon, dan transportasi masal. 
4. Pelayanan Sandang, pangan dan papan 
Jenis pelayanan yang menyediakan bahan kebutuhan pokok masyarakat dan 
kebutuhan perumahan, seperti penyediaan beras, gula, minyak, gas, tekstil, 
dan perumahan rumah. 
5. Pelayanan kemasyarakatan  
Jenis pelayanan masyarakat yang dilihat dari sifat dan kepentingannya lebih 
ditekankan pada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti pelayanan 
kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, penjara, rumah yatim piatu, dan 
lain-lain. 
Dalam keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004, jenis pelayanan 
menjadi tiga kelompok, antara lain : 
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1. Kelompok pelayanan administrative yaitu pelayanan yang menghasilkan 
berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status 
kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan 
terhadap barang dan sebagainya. Dokumen-dokumen yang dimaksud antara 
lain : KTP, SIM, STNK, IMB, Sertifikat kepemilikan/penguasaan tanah dan 
sebagainya. 
2. Kelompok pelayanan Barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai 
bentuk/jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, 
penyediaan listrik, air bersih, dan sebagainya. 
3. Kelompok pelayanan Jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai 
bentuk jasa yang dibutuhkan public, misalnya pendidikan, pemeliharaan, 
kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos dan sebagainya. 
Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 ruang lingkup pelayanan publik 
dapat digolongkan ke dalam 2 (dua )bentuk yaitu : 
1. Pelayanan Barang dan Jasa Publik 
Pelayanan pengadaan dan penyaluran barang dan jasa publik dapat 
didefinisikan mendominasi seluruh pelayanan yang disediakan pemerintah 
kepada masyarakat. Pelayanan Publik kategori ini bisa dilakukan oleh 
organisasi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya merupakan 
kekayaan negara yang tidak dapat dipisahkan atau bisa diselenggarakan 
oleh Badan Usaha Milik Pemerintah yang sebagian besar atau seluruh 
dananya berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan dari (Badan Usaha 
Milik Pemerintah BUMN) 
2. Pelayanan Administratif 
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Pelayanan Publik dalam kategori ini meliputi tindakan administratif 
pemerintah yang diwajibkan oleh Negara dan diatur dalam Undang-Undang 
untuk mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, dan harta 
benda; dan kegiatan administratif yang dilakukan oleh instansi 
nonpemerintah. 
II.2 Jasa 
II.2.1 Pengertian Jasa 
 Jasa merupakan setiap tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan satu 
pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak 
mengakibatkan kepemilikan sesuatu. Produksinya mungkin saja terkait atau 
mungkin juga tidak terkait dengan produk fisik. (Kortel dalam Triswandari 
2011:23). Sedangkan menurut Rangkuti dalam Triswandari (2011: 24) Jasa 
merupakan pemberian suatu kinerja atau tindakan tak kasat mata dari satu pihak 
kepada pihak lain. Pada umumnya jasa diproduksi dan dikonsumsi secara 
bersamaan, di mana interaksi antara pemberi jasa dan penerima jasa 
mempengaruhi hasil jasa tersebut. 
II.2.2Karakteristik Jasa 
Jasa mempunyai 5 (lima) karakteristik menurut Tjiptono (dalam Ahmad: 
2012) antara lain : 
1. Tidak berwujud (intangibility) 
Jasayang tidak dapat dilihat, dirasakan, diraba,dicium, atau didengar 
sebelum ada transaksi pembelian. Jika konsumen membelijasa, maka ia 
hanya menggunakan, memanfaatkan atau menyewa jasa tersebut. 
2. Tidak terpisahkan (inseparability) 
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Suatu jasa tidak dipisahkan dari sumber pemberinya. Pemberian jasa 
membutuhkan kehadiran pemberi jasa baik berupa mesin atau seorang 
manusia. Jadi produksi dan konsumsi terjadi secara bersamaan dengan 
pemberi jasa. 
3. Bervariasi (variability) 
Jasa bersifat sangat variabel, karena merupakan nonstadardized output, 
artinya banyak sekali variasi bentuk, kualitas dan jenis, tergantung dimana, 
siapa, dan kapan jasa tersebut dihasilkan. 
4. Mudah lenyap (perishability) 
Jasa merupakan komoditi yang tidak tahan lama dan komoditi yang tidak 
dapat disimpan. 
5. Kurangnya rasa kepemilikan (Lack of ownership)  
Merupakan perbedaan dasar antara jasa dan barang. Jasa tidak dimiliki oleh 
konsumennya atau dengan kata lain jasa disewakan. 
II.3 BUMN (Badan Usaha Milik Negara) 
II.3.1 Pengertian BUMN 
Sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan 
BAB III pasal 4 ayat 1 bahwa “ pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh 
pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan oleh badan usaha milik negara dan 
badan usaha milik daerah.”Maka dari itu perlu diketahui apa dan bagaimana 
eksistentsi BUMN/D dalam penelitian ini. BUMN pada awalnya merupakan 
“kelanjutan” dari perusahaan-perusahaan besar milik pemerintah dan swasta 
Belanda yang beroperasi di Indonesia. Sebagian besar adalah perusahaan-
perusahaan yang mengelola utilitas publik (Wibisono, 1992). Perusahaan-
perusahaan yang langsung diserahkan kepada Indonesia adalah perusahaan 
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listrik, yang pada zaman Belanda terdiri dari beberapa perusahaan listrik lokal, 
jawatan kereta api, jawatan PTT, yang berubah menjadi Peruental, dan 
kemudian menjadi PT Pos & Giro (terakhir menjadi PT Pos Indonesia)dan PT 
Telekomunikasi Indonesia (Telkom), Bank Tabungan Negara, jawatan pegadaian, 
dan jawatan angkutan motor, yang kemudian diberi nama DAMRI (Djawatan 
Motor Republik Indonesia) serta masiih banyak lagi yang lainnya. 
DalamUndang-undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha 
Milik Negara merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomidalamperekonomian 
nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 
adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 
negara melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara 
yang dipisahkan.BUMN (Badan Usaha Milik Negara) adalah Badan Usaha Milik 
Pemerintah yang banyak diketahui oleh masyarakat dengan beragam layanan 
usaha mulai dari layanan keuangan (perbankan, asuransi, dan dana pension) 
yang dilakukan oleh bank-bank BUMN/D, ataupun perusahaan asuransi milik 
pemerintah, pertambangan, dan energi seperti yang dikelola oleh PT. Pertamina 
dan Perusahaan Gas Negara/PGN Tbk., hingga layanan kontruksi seperti yang 
dilakukan oleh PT. Adhi Karya Tbk.  
BUMN/BUMD memegang peranan penting dalam pelayanan publik 
masyarakat Indonesia saat ini karena mereka bersentuhan langsung dengan 
hajat hidup orang banyak, meskipun sebagian besar sahamnya telah dimiliki juga 
oleh individu atau badan-badan usaha miliki swasta. Berikut ini beberapa jenis 
produk dan layanan publik melalui BUMN dan BUMD dapat dilihat dari adanya 
instansi berbentuk perusahaan milik negara, yaitu : PT PLN (Persero), PT 
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Telekomunikasi Indonesia Tbk, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dan 
masih banyak lagi yang lainnya.  
Peranan BUMN/D dalam perekonomian Negara juga sangat krusial 
terutama dalam menjaga ketersediaan bahan-bahan pokok (misalnya bahan 
bakar minyak, gas, dan beras) yang sangat dibutuhkan oleh warga negara serta 
diharapkan juga BUMN/D tersebut mampu menjaga kestabilan harga-harga 
barang dan jasa dengan kapitalisasi yang dimiliki oleh mereka.  
II.3.2 Konteks BUMN dalam Pelayanan Publik  
Dalam pelayanan publik BUMN/BUMD sangat mandiri dan otonom 
dibandingkan unit organisasi di kelompok institusi birokrasi dan badan layanan 
umum. Walaupun sebenarnya dimiliki sepenuhnya atau sebagian oleh 
pemerintah pusat dan daerah, campur tangan pemerintah pusat dan daerah 
serta rentang kendali relative jauh lebih sedikit BUMN/BUMD diberikan 
kekuasaan secara penuh dalam menjalankan misi usahanya baik itu dari segi 
pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, ataupun organisasi dan 
kelembagaaan. Campur tangan pemerintah pusat dan daerah hanya dalam 
pembuatan kebijakan dan aturan pengelolaan BUMN/BUMD secara umum 
terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak ataupun hal-hal yang 
berkaitan dengan perekonomian nasional atau yang bersifat strategis.  
Modal BUMN/BUMD bersumber dari internal mereka sendiri ataupun dari 
APBN/APBD yang dianggap sebagai penertaan modal negara dan digolongkan 
ke dalam bentuk kekayaan negara yang dipisahkan. Misi utama yang diemban 
oleh BUMN/BUMD adalah untuk mencari keuntungan dengan terlibat secara 
langsung dalam perekonomian nasional dan memberikan kontribusi ataupun 
sumbangan pada pendapatan negara/daerah. 
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Menurut UU Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN/BUMD digolongkan ke 
dalam 2 (dua) bentuk, yaitu Persero dan Perum. BUMN Persero merupakan 
BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham 
yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki 
oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. 
Sedangkan BUMN Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara 
dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa 
penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar 
keuntungan berdasakan prinsip pengelolaan perusahaan. Khusus untuk BUMN 
yang digolongkan ke dalam Persero, mereka dapat mengubah statusnya menjadi 
BUMN persero terbuka jika modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi 
criteria tertentu atau persero yang melakukan penawaran umum. Karakteristik 
khusus ini tidak bisa dilakukan oleh BUMN Perum. 
BUMN Persero dapat membentuk 3 (tiga) organ dalam menjalankan misi 
dan layanan usahanya, yakni Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, 
dan Komisaris. RUPS adalah organ tertinggi pada BUMN. Oleh karena BUMN 
merupakan salah satu badan usaha milik publik, pemerintah menugaskan 
seorang menteri yang mengurusi BUMN yang bertindak sebagai RUPS jika 
seluruh saham Persero dimiliki oleh negara. Sementara itu, menteri yang 
ditugaskan oleh pemerintah tersebut bertindak selaku pemegang saham pada 
persero dan perseroan terbatas kalau seluruh sahamnya tidak dimiliki oleh 
negara.  
Menteri tersebut dapat juga memberikan kuasa dengan hak subtitusi 
kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS. 
Selanjutnya untuk organ direksi dan komisaris, pengangkatan dan 
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pemberhentian komisari dan direksi dilakukan oleh RUPS dan jika menteri yang 
mengurusi BUMN bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian 
komisaris dan direksi oleh menteri tersebut.Maksud dari pendirian Persero (UU 
No. 19 tahun 2003) adalah sebagai berikut : 
1. Menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saling 
kuat; 
2. Mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan. 
II.3.3 PT PLN sebagai BUMN 
PT. PLN Persero adalah salah satu BUMN/D yang bertanggungjawab 
atas pelayanan listrik kepada masyarakat sesuai dengan UU No. 30 tahun 2009 
tentang Ketenagalistrikan BAB II pasal 2 ayat 2 yakni pembangunan 
ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam 
jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata 
serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan”.  
Pelayanan listrik adalah adanya pemenuhan kebutuhan oleh pelanggan 
listrik (masyarakat), melalui usaha penyediaan tenaga listrik yang 
diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah atau perusahaan 
negara seperti BUMN/D dalam hal ini PT. PLN Persero (UU No. 30 tahun 2009). 
Melihat dari fungsi listrik memang tidak bisa dipungkiri bahwa kebutuhan akan 
pelayanan listrik harus diperhatikan. Tenaga listrik berperan sangat penting 
dalam kehidupan masyarakat modern, untuk keperluan rumah tangga, industri, 
perkantoran, usaha, dan lain sebagainya. Bagi PT. PLN Persero yang dimaksud 
pelayanan kepada pelanggan, terdiri dari dua aspek yaitu : 
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1. Pelayanan teknik : misalnya kecepatan penyambungan, mutu tegangan, 
frekuensi, kontinuitas pasokan dan kecepatan dalam pemulihan gangguan 
dan seterusnya. 
2. Pelayanan non-teknik : mulai dari penerimaan loker (front-liner, front-desk), 
penyelenggaraan administrasi tata usaha pelanggan, perhitungan rekening, 
fasilitas pembayaran rekening, pelayanan informasi dan lain sebagainya. 
Ada beberapa Usaha penunjang tenaga Listrik sebagaimana dalam UU 
No. 30 tahun 2009 tentang ketenagakerjaan BAB IV pasal 15 yaitu : 
1. Konsultasi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik 
2. Pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik 
3. Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik 
4. Pengoperasian instalasi tenaga listrik 
5. Penelitan dan pengembangan  
6. Pendidikan dan pelatihan 
7. Laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik 
8. Sertifikasi peralatan dan pemanfaat listrik 
9. Sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; atau  
10. Usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga 
listrik; 
Ada beberapa hak dan kewajiban pelanggan dan PT. PLN Persero antara 
lain : 
1. Hak Pelanggan /konsumen (UU No.30 tahun 2009) 
a. Mendapat pelayan yang baik 
b. Mendapat tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan 
keandalan yang baik 
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c. Memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar 
d. Mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan 
kesalahan dan/atau kelalaian pengeoperasian oleh pemegang izin usaha 
penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual 
beli tenaga listrik. 
2. Kewajiban pelanggan/konsumen : 
a. Melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat 
pemanfaatan tenaga listrik; 
b. Menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen; 
c. Memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya; 
d. Membayar tagihan pemakaian tenaga listrik; dan  
e. Menaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan. 
DalamUU No. 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan BAB VII Usaha 
Ketenagalistrikan pasal 8, pasal 9, pasal 10 
1. Usaha ketenagalistrikan (Pasal 8) terdiri atas: 
a. usaha penyediaan tenaga listrik; dan 
b. usaha penunjang tenaga listrik. 
2. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Pasal 9) 
a. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan 
b. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri. 
3. Pasal 10 
a. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi jenis usaha: 
a) pembangkitan tenaga listrik; 
b) transmisi tenaga listrik; 
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c) distribusi tenaga listrik; dan/atau 
d) penjualan tenaga listrik. 
b. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi. 
c. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 
(satu) wilayah usaha. 
d. Pembatasan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga 
berlaku untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum 
yang hanya meliputi distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga 
listrik. 
e. Wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) 
ditetapkan oleh Pemerintah. 
4. Pasal 11 
1. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik 
negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan 
swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik. 
2. Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi 
prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk 
kepentingan umum. 
3. Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, 
Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi 
kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, 
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atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik 
terintegrasi. 
4. Dalam hal tidak ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau 
koperasi yang dapat menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut, 
Pemerintah wajib menugasi badan usaha milik negara untuk 
menyediakan tenaga listrik. 
5. Pasal 12 
Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi: 
a. pembangkitan tenaga listrik; 
b. pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenagalistrik; atau 
c. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik dan distribusi tenaga 
listrik. 
6. Pasal 13  
Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilaksanakanoleh instansi pemerintah, 
pemerintah daerah, badan usahamilik negara, badan usaha milik daerah, 
badan usahaswasta, koperasi, perseorangan, dan lembaga/badan 
usahalainnya. 
7. Pasal 14 
Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha penyediaan tenaga listrik 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai denganPasal 13 diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. 
8. Usaha Penunjang Tenaga Listrik (Pasal 15) sebagaimana dimaksuddalam 
Pasal 8 huruf b terdiri atas: 
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a. usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan 
b. usaha industri penunjang tenaga listrik. 
9. Pasal 16 
a. Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimanadimaksud dalam Pasal 
15 huruf a meliputi: 
a) konsultansi dalam bidang instalasi penyediaantenaga listrik; 
b) pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik; 
c) pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik; 
d) pengoperasian instalasi tenaga listrik; 
e) pemeliharaan instalasi tenaga listrik; 
f) penelitian dan pengembangan; 
g) pendidikan dan pelatihan; 
h) laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaattenaga listrik; 
i) sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik; 
j) sertifikasi kompetensi tenaga teknikketenagalistrikan; atau 
k) usaha jasa lain yang secara langsung berkaitandengan penyediaan 
tenaga listrik. 
b.   Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh badan usahamilik negara, badan usaha milik daerah, 
badan usahaswasta, dan koperasi yang memiliki sertifikasi,klasifikasi, dan 
kualifikasi sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan. 
c. Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha 
swasta, dan koperasi dalam melakukanusaha jasa penunjang tenaga 
listrik wajibmengutamakan produk dan potensi dalam negeri. 
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d. Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi 
usaha jasa penunjang tenaga listrikdiatur dengan Peraturan Pemerintah. 
II.4Konsep Inovasidalam Pelayanan Publik 
II.4.1 Pengertian Inovasi  
We defineinnovation as “new idea that work”. To be more Precise :  
“Successful innovation is the creation and implementation of 
new processes, products, services and methods of delivery 
which result in significant improvements in outcomes efficiency, 
effectiveness or quality”. (Mulgan dan Albury : 2003: 3) 
Inovasi yang sukses adalah penciptaan dan pelaksanaan proses baru, 
produk, pelayanan dan metode dari permintaan yang menghasilkan kemajuan 
yang signifikan dalam menghasilkan efisiensi, efektif atau kualitas. Ini sejalan 
dalam (Thomas H. Davenport, 1996: 233) bahwa tidak ada yang lebih penting 
bagi suatu persaingan perusahaan selain kemampuannya untuk 
mengembangkan produk dan jasa baru dan menyampaikan hal tersebut kepada 
pelanggan, proses pengembangan dan penyampaian atau penyerahan produk. 
Jasa sangat mungkin menjadi kandidat untuk diinovasi di hampir setiap 
perusahaan.  
Inovasi adalah istilah yang digunakan cukup luas namun dalam konteks 
sektor publik agak ambigu. Hal ini terjadi pertama, karena banyak sekali definisi 
inovasi yang diterapkan di dalam sektor bisnis tetapi sedikit sekali didefinisikan 
untuk sektor publik. Kedua, parameter penerapan inovasi di dalam sektor publik 
sangat berbeda dalam implementasi di sektor bisinis. Inovasi dalam sektor publik 
mulai banyak diterapkan diberbagai negara seperti Albania, Mesir, Jordania, 
Turki, Maroko, Kroasia, Suria, dan Tunisia. Albania dan Turki menjalankan 
inovasi dengan melibatkan warga negara dengan mendorong partisipasi 
masyarakat lokal dalam pemerintahan. Pada tahun 2003 Albania 
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memperkenalkan satu pilot projek yaitu meningkatkan pemerliharaan sekolah di 7 
kota dengan teknik baru yang disebut dengan TOR (Trained Observed Rating), 
untuk membuat suatu transisi sebelumnya kearah dimana masyarakat lokal 
menjadi lebih bertanggung jawab untuk memelihara dan mengoperasikan 
sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.  
Di Mesir melakukan upaya pengembalian rendahnya kinerja perusahaan 
negara, profesionalisasi sistem pengelolaan sumberdaya manusiadi Jordania, 
perubahan untuk mendeferensiasi fungsi di dalam organiasasi di Libanon, 
penyederhanaan ukuran sektor publik melalui pemotongan atraktif di Maroko, 
atau supervise kualitas layanan publik di Tunisia, sektor publik melakukan cara-
cara inovatif untuk mengelola staf dan mengorganisir sumber daya manusia agar 
menjadi lebih efisien dan responsif terhadap warganya. Sedangkan di Kroasia 
terjadi kolaborasi di antara jaksa, professor hukum, pengacara, mahasiswa 
fakultas hukum melalui organisasi Non Government Organization (NGO), 
menciptakan infrastruktur informasi hukum berbasis website yang disebut “the 
Judge” Web, untuk memperbaiki transparansi dan efisiensi sistem peradilan di 
Kroasia dan juga untuk meningkatkan akses warga kepada keadilan.  
DiSuria upaya reformasi dilakukan dengan melakukan modernisasi 
administrasi publik dengan menggunakan sistem pencatatan sipil secara 
komputerisasi yang beroperasi penuh di tahun 2004. Inovasi ini menyediakan 
pemahaman mengenai pengelolaan transisi dari penggunaan kertas ke computer 
tanpa menggunakan kertas (paperless). Di Bosnia dan Hergovina mengadopsi 
Undang-Undang pegawai negeri tahun 2002 yang ditandai dengan peluncuran 
sebuah proses profesionalisme, pegawai negeri berbasis merit, tujuannya untuk 
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menyediakan keahlian dan profesionalisme yang tidak bisa lagi secara 
berkelanjutan di dalam institusi level negara.  
Dalam rangka memperkenalkan pentingnya inovasi di dalam 
pemerintahan dan administrasi publik PBB dalam draft resolusi A/60/l 24, dalam 
resolusi 57/277 mempromosikan inovasi di dalam pemerintahan dan administrasi 
publik, dan menekankan pentingnya membuat lebih efektif penggunaan hari 
layanan publik PBB dalam rangka merevitalisasi administrasi publik dengan 
membangun budaya inovasi, kerjasama, dan responsivitas. PBB juga mengakui 
bahwa seluruh negara anggota PBB khususnya negara-negara yang sedang 
membangun dapat mengambil manfaat dari kelompok pembelajaran dan berbagi 
pengalaman mengenai inovasi dan inisiatif dalam sektor publik. Borins (2000) 
dalam Sangkala (2013: 25) menyatakan bahwa dalam literature inovasi terdapat 
perbedaan antara temuan (invention), kreasi ide baru, dan inovasi.  
Dalam literatur manajaemen juga dikemukakan sejumlah definisi inovasi 
dimana secara luas berada dalam tema-tema perubahan proses atau teknologi 
yang menciptakan nilai bagi pelanggan atau organisasi. Inovasi yang berbeda 
tersebut lebih kepada semata-mata perubahan. Holvorsen dkk (2005) 
mendefinisikan dalam pengertian yang agak luas sebagai “perubahan dalam 
perilaku”. Holvorsenmenyatakan bahwa tidak ada satupun definisi yang mampu 
memberikan pemahaman inovasi di dalam evolusi yang konstan (dalam 
O‟Donnell, Orla. 2006). Schumpeter‟s dalam (Sangkala, 2013: 26) membatasi 
pengertian inovasi kepada perubahan produk layanan dalam bisnis. Definisi yang 
lebih luas konteksnya dimana memasukkan inovasi sosial (organisasi, 
kelembagaan, dan politik), inovasi dalam pelayanan, dan juga inovasi dalam 
sektor publik.  
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Koch (2005) dalam (Sangkala , 2013: 26) mengatakan bahwa inovasi 
adalah persoalan penggunaan hasil pembelajaran yaitu penggunaan kompetisi 
anda sebagai dasar penemuan cara baru dalam melakukan sesuatu yang 
memperbaiki kualitas dan efisiensi layanan yang disediakan. Dalam terminology 
umum, inovasi adalah suatu ide kreatif dimana diimplementasikan untuk 
menyelesaikan tekanan dari suatu masalah (UN, 2007) dalam Sangkala (2013: 
26), atau tindakan penerimaan dan pengimplementasian cara baru untuk 
mencapai suatu hasil dan/atau pelaksanaan suatu pekerjaan. Sebuah inovasi 
dapat mencakup penggabungan elemen-elemen baru, kombinasi baru dari 
elemen yang ada, suatu perubahan, signifikan atau meninggalkan cara-cara 
tradisional dlam melakukan sesuatu. Inovasi dapat mengacu kepada produk baru, 
kebijakan dan program baru, pendekatan baru, dan proses baru (UN, 2007) 
dalam Sangkala (2013: 26).  
II.4.2 Inovasi dalam sektor publik 
Inovasi dalam manajemen sektor publik juga dapat didefinisikan sebagai 
pengembangan desain kebijakan baru dan standar operasi baru yang dihasilkan 
oleh organisasi yang ditujukan kepada masalah kebijakan publik. Jadi, sebuah 
Inovasi dalam administrasi publik adalah efektivitas, kreativitas, dan jawaban unik 
terhadap masalah baru atau jawaban baru terhadap masalah lama. Sebuah 
inovasi tidaklah harus merupakan solusi sempurna atau berupa penyelesaian 
akhir, tetapi suatu solusi terbuka yang dapat di transformasi oleh mereka yang 
mengadopsi.  
Bartos (2002) dalam Sangkala (2013: 29) mendefinisikan inovasi yang 
tepat bagi sektor publik yaitu “suatu perubahan dalam kebijakan atau praktek 
manajemen yang mengarah kepada perbaikan terbaru dalam level layanan atau 
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kuantitas atau kualitas output oleh suatu organisasi”. Lebih lanjut bahwa inovasi 
sulit di dalam sebuah organisasi terutama di dalam sektor publik.  Ulasan dari 
berbagai literature mengenai inovasi, terdapat pemahaman yang dapat diadopsi 
yaitu definisi inovasi dari Mulgan dan Albury 2003, sebagaimana dikutip oleh 
IDeA (2005).  
Inovasi yang berhasil menurut (Mulgan dan Albury: 2003) adalah 
pembentukan dan implementasi dari proses, produk, jasa, dan metode baru yang 
dapat menghasilkan peningkatan yang signifikan terhadap efisiensi, efektivitas, 
atau kualitas keluaran dalam penyampaian layanan. Definisi tersebut bila 
dikaitkan dengan sejumlah definisi para ahli lain dapat disimpulkan bahwa 
inovasi mengindikasikan sebuah proses yang memiliki ruang lingkup luas dan 
proses yang lama, sebagaimana yang diungkapkan oleh Leadbeater dalam IDeA 
(2005) bahwa proses inovasi memakan waktu lama, serta bersifat interaktif dan 
sosial dimana akan melibatkan banyak orang yang memiliki bakat, keahlian dan 
sumber daya yang berada secara bersama-sama.  
Menurut West (2000) dalam Skripsi SRI Endah Hastuti (2015: 32), inovasi 
berasal dari kreatifitas ide-ide baru. Inovasi adalah penerapan ide-ide tersebut 
secara aktual dan praktek. Hal-hal yang dapat merangsang inovasi adalah : 
1. Tantangan dalam lingkungan organisasi 
2. Tekanan yang kuat pada kualitas baik dalam proses maupun akhir suatu 
layanan 
3. Perusahaan yang telah memperkenalkan dan mengembangkan kerja tim 
yang efektif lebih besar kemungkinan untuk berinovasi 
4. Adanya tuntutan kebutuhan prosedur yang dirancang secara cermat untuk 
memastikan kerja gabungan yang efektif 
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5. Adanya komunikasi dan koordinasi antar departemen 
6. Dukungan manajerial yang berupa keinginan personal untuk 
mengembangkan dan mengimplementasikan ide-ide mulai cara-cara baru 
yang lebih baik. 
7. Adanya asumsi-asumsi dasar organisasi yang terbuka untuk dikritisi 
8. Partisipasi dan hubungan antar anggota organisasi. 
Menurut Harvard Busssiness Essentiais (2003)dalam Skripsi Sri Endah 
Astuti (2015: 33) terdapat enam sumber ide inovasi yaitu : 
1. Pengetahuan baru (new knowledge) misalnya perkembangan sains dan 
teknologi 
2. Saran dan ide konsumen (tapping the ideas of costumer) 
3. Pengguna utama (lead user) yaitu perusahaan dan individu , konsumen 
dan non-konsumen pengguna utama yang memiliki kebutuhan untuk sesuai 
dengan bidangnya. 
4. Desain yang memahami konsumen (emphatic design) ide inovasi diperoleh 
melalui pengamatan terhadap penggunaan barang dan mengidentifikasi 
kebutuhan yang belum ditemukan pengguna. 
5. Penemuan (invention vactories) ide inovasi diperoleh dengan melakukan 
penelitian formal dan pengembangan. 
6. Skunkworks, ide inovasi diperoleh dengan mempekerjakan orang berbakat 
yang memiliki perbedaan pandangan dengan organisasi dalam pemecatan 
masalah.  
Kemudian untuk melaksanakan inovasi yang baik dan terarah 
menurutDrucker (1965) dalam Skripsi Sri Endah Astuti (2015: 34) membahas 
prinsip-prinsip inovasi menjadi meliputi petunjuk apa yang harus dilakukan, hal-
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hal yang harus dilakukan dan tiga persyaratan dalam melakukan inovasi. Hal-hal 
yang harus dilakukan dalam berinovasi adalah : 
1. Inovasi yang terarah adalah sistematis. Inovasi yang terarah 
mempertimbangkan area yang berbeda, sumber-sumber yang berbeda, 
kepentingan yang berbeda dan waktu yang berbeda. Inovasi yang 
sistematika diawali dengan analisis peluang dan langkah-langkah dari 
sederhana ke kompleks. 
2. Inovasi meliputi hal yang konseptual maupun perceptual. Konseptual meliputi 
konsep perubahan terbaik bagi organisasi, perceptual meliputi hasil evaluasi 
perusahaan, analisis sumber daya internal, pelanggan dan pengguna, agar 
pelaku inovasi dapat mengetahui kepuasan, peluang, harapan, nilai dan 
kebutuhan. 
3. Inovasi harus efektif, sederhana dan terfokus 
4. Inovasi yang efektif dimulai dari hal yang kecil 
5. Memerlukan komitmen dari pimpinan. 
Adapun hal-hal yang harus dihindari dari praktek inovasi menurut Peter 
Druker (136:138) : 
1. Jangan melakukan banyak hal pada waktu yang bersamaan 
2. Jangan berinovasi untuk masa depan 
3. Berinovasilah untuk masa sekarang 
Persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan inovasi : 
1. Inovasi adalah kerja, maka hal ini membutuhkan pengetahuan dan keahlian 
tinggi 
2. Inovator harus membangun inovasi berdasarkan kekuatan sendiri 
3. Inovasi adalah dampak dari perubahan ekonomi dan kemasyarakatan.  
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II.4.3 Tipe-tipe Inovasi  
Terkait dengan inovasi tersebut, Baker (2002) dalam Sangkala(2013: 31) 
mengemukakan mengenai 3 tipe inovasi. Tiga tipe tersebut kemudian 
ditambahkan oleh IDeA (2005) menjadi 5 tipe inovasi. Kelima tipe menurut Baker 
dan IdeA adalah inovasi yang terkait dengan : 
1. Strategi/kebijakan misalnya misi, sasaran strategi dan pertimbangan baru 
2. Kebijakan dan bentuk organisasi layanan/produk, misalnya perubahan fitur 
dan desain dari pelayanan produk, 
3. Penyampaian layanan, misalnya perubahan cara baru dalam penyampaian 
layanan atau berinteraksi dengan klien, 
4. Proses, misalnya prosedur internal, kebijakan dan bentuk organisasi baru, 
5. Sistem interaksi, misalnya cara baru atau perbaikannya yang berbasis 
pengetahuan dalam berinteraksi dengan aktor lain serta perubahan dalam 
cara menjalankan pemerintahan.  
II.4.4 Teori Manajemen dan Inovasi (Menciptakan Nilai) 
 Dewasa ini inovasi banyak dibicarakan, diseminarkan, ditulis, dan dibahas 
dalam ruang kelas kecil sampai besar, ruang rapat para manajer dan pimpinan, 
diskusi bisnis lembaga konsultasi manajemen dan klien, pemerintah dan publik, 
surat kabar dan majalah bisnis/publik hingga iklan media. Inovasi sering dikaitkan 
dengan produk baru, temuan baru atau invensi, teknologi baru, cara baru, email 
baru, aroma baru, kemasan (packaging) baru, dan hal-hal lain yang baru. 
Pertanyaannya apakah hal-hal tersebut berhasil menciptakan nilai guna bagi 
masyarakat atau konsumen dan/atau pengguna, yang pada gilirannya 
menciptakan nilai bagi masyarakat atau konsumen. 
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 Menurut Goswami dan Mathew (2005); PDMA (2008); De Mayer dan 
Garg (2005; Senge dkk( 2008) dalam Fontana Avanti 2011 inovasi adalah 
kesuksesan ekonomi berkat diperkenalkannya cara baru atau kombinasi baru 
dari cara-cara lama dalam hubungan input dan output yang menciptakan 
perubahan besar dalam hubungan antara nilai guna dan harga yang ditawarkan 
pada konsumen dan/atau pengguna. Yang didefinisikan secara luas bahwa 
inovasi adalah kesuksesan ekonomi dan sosial berkat diperkenalkannya cara 
baru atau kombinasi baru dari cara-cara lama dalam mentransformasi input 
menjadi output yang menciptakan perubahan besar dalam hubungan antara nilai 
guna dan harga yang ditawarkan kepada konsumen dan/atau pengguna, 
komunitas, sosietas, dan lingkungan. 
 Inovasi yang berhasil adalah inovasi yang mengandung arti tidak saja 
keberhasilan ekonomi melainkan juga keberhasilan sosial. Inovasi yang berhasil 
adalah inovasi yang menciptakan nilai lebih besar untuk konsumen, untuk 
komunitas, dan lingkungan pada saat yang sama.Defenisi ini menjelaskan bahwa 
inovasi tidak berarti saja “kebaruan” atau sesuatu yang baru, barang dan/atau 
jasa atau sistem produksi baru atau cara memasarkan baru; “kebaruan” itu perlu 
disertai dengan dampak positif bagi konsumen dan produsen; “kebaruan” itu 
harus menciptakan nilai guna bagi konsumen dan nilai tambah bagi produsen; 
“kebaruan” yang menghasilkan kesuksesan ekonomi dan sosial, pada konteks 
inovasi dan penciptaan nilai tingkat individu, organisasi dan masyarakat. 
 Berinovasi memerlukan manajemen. Manajemen adalah proses 
merencanakan, mengorganisir, memimpin dan mengevaluasi tujuan dan 
pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif termasuk disini adalah 
melakukannya dengan cara yang etis dan melihat inovasi dalam perspektif 
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sistem bahwa setiap bagian dan elemen inovasi baik baik yang ada di dalam 
maupun di luar organisasi saling bergantung. 
Adapun tingkat analisis dari Manajemen inovasi penciptaan nilai 
(dalam Fontana, 2011: 30) terdiri atas: 
1. Individu, berfokus pada kemampuan, motivasi, intelegensi, interaksi 
individu dengan lingkungannya. Kemampuan dan motivasi serta 
intelegensi dan interaksi individu dengan lingkungannya menunjang 
individu untuk menciptakan nilai dengan bertindak secara kreatif untuk 
membuat pekerjaan/pelayanan menjadi lebih baru dan lebih layak.  
2. Organisasi, berfokus pada penciptaan nilai untuk organisasi atau 
perusahaan, penciptaan pengetahuan, invensi, dan manajemen. Bila 
organisasi sebagai unit analisis, kegiatan invensi dan inovasi berdampak 
pada proses penciptaan nilai. Pada buku Manajemen Inovasi ini, penulis 
memfokuskan kebanyakan ilustrasinya pada inovasi dengan unit analisis 
organisasi. Perusahaan cenderung melakukan inovasi ketika mereka 
menghadapi lingkungan yang dinamik dan kompleks dipimpin oleh 
manajer wirausaha, memiliki sumber daya internal, memiliki jaringan yang 
luas, dan memiliki kapasitas organisasi untuk mengkombinasikan dan 
mengubah pengetahuan menjadi pengetahuan baru. Di sini fokusnya 
adalah bagaimana  pengguna yang ditargetkan (target user) memperolah 
manfaat dari produk (barang dan/atau jasa) baru.  
3. Masyarakat, berfokus pada pemerintah, yang berjuang untuk 
menciptakan nilai bagi kebaikan dan manfaat masyarakat (hajat hidup 
orang banyak). Inovasi ini berfokus pada kegiatan, program, dan insentif 
untuk berwirausaha dan berinovasi yang dimaksudkan untuk mendorong 
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organisasi-organisasi dan ventura-ventura baru untuk berinovasi dan 
memperluas manfaat yang mereka hasilkan untuk masyarakat dan 
anggota-anggotanya.  
Manajemen inovasi memberi perspektif tentang bagaimana menatakelola 
proses penciptaan nilai (value creation) agar membuahkan kesuksesan ekonomi 
dan sosial, sebagai konsekuensi logis dari dihasilkannya nilai tambah yang tinggi 
(dalam Fontana: 25). Maka peneliti mencoba menatakelola inovasi mengikuti 
prinsip-prinsip De Meyer dan Garg 2005 yaitu sebagai berikut : 
1. Tidak ada inovasi tanpa kepimpinan, yaitu inovasi yang berhasil 
membutuhkan visi yang jelas yang didefinisikan oleh kepemimpinan dalam 
organisasi dan oleh penciptaan lingkungan yang memungkinkan visi tersebut 
disebarkan, dibagikan, dan dimilikiki oleh semua orang dalam organisasi dan 
semua kolaborator organisasi. 
2. Inovasi membutuhkan manajemen risiko yang terkalkulasi, yaitu mengetahui 
bagaimana mengelola risiko. Perusahaan perlu mengembangkan sistem 
untuk mengatasi risiko termasuk di sini adalah memastikan bahwa para 
karyawan kunci dalam organisasi bertingkahlaku sebagai innovator dan 
pengusaha (intrapreneur), dan mereka dapat menularkan semangat (spirit) 
yang sama kepada para rekan kerja dan kolaborator organisasi lainnya yang 
ada di dalam dan di luar perusahaan/organisasi. 
3. Inovasi dipicu oleh kreatifitas, yaitu inovasi dimulai dari kreatifita. Banyak 
anggota organisasi memiliki kreativitas dan adalah tugas organisasi untuk 
menciptakan lingkungan kondusif bagi tumbuh dan munculnya kreatifitas.ada 
lima ide inovasi untuk menjadi lebih kreatif yaitu : membentuk kelompok atau 
tim kerja inovasi, mengekspose anggota-anggota organisasi pada informasi, 
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memberikan imbal jasa dan pengakuan yang layak, menetapkan tekanan dan 
tenggat untuk innovator dan tim inovasi, dan menggunakan instrument 
pemecahan masalah. 
4. Inovasi membutuhkan integrasi organisasi, yaitu untuk melaksanakan inovasi 
dengan berhasil, seluruh organisasi harus merasa memiliki inovasi, jiwa dan 
spirit inovasi mendarah-daging dalam tubuh organisasi. Inovasi tidak dapat 
didelegasikan hanya ke fungsi-fungsi tertentu. Tim manajemen puncak dan 
tim operasional dalam organisasi harus bergerak bersama sejak tahap awal 
proses inovasi hingga tahap akhir proses inovasi, dalam suatu rantai nilai 
inovasi. Integrasi organisasi adalah konsep kunci inovasi. Ada empat tipe 
integrasi yang harus dilakukan menurut Arnoud De Mayer dan Sam Garg 
antara lain : 
a. Integrasi proyek dengan visi strategis organisasi : ada kesesuaian proyek 
dengan tujuan jangka panjang organisasi dan ada kontribusi proyek bagi 
pencapaian tujuan jangka panjang organisasi. 
b. Integrasi intemporal antara fase-fase yang berbeda dalam proyek : ada 
kesesuaian antara proses dan output dari suatu fase dengan fase lainnya. 
c. Integrasi fungsi selama proyek berjalan:selama proyek berlangsung, 
departemen, fungsi atau pusat-pusat kompetensi yang berbeda perlu 
bekerja secara terintegrasi. 
d. Integrasi dengan lingkungan : inovasi perlu sesuai denga konteks di mana 
inovasi dilakukan dan hasil inovasi akan digunakan. 
5. Keberhasilan dalam inovasi membutuhkan keunggulan dalam manajemen 
proyek, yaitu inovasi adalah implementasi. Keunggulan dalam manajemen 
proyek berkaitan dengan sisi implementasi inovasi.Ada tujuh tantangan 
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(tuntutan) utama dalam menatakelola proyek yaitu: kemampuan dalam 
perencanaan, pemangku kepentingan, aliran informasi, manajer proyek, 
sasaran produk, penggunaan waktu yang efisien, sistem merenspon 
terhadap dinamikan lingkungan. 
6. Informasi adalah sumber daya penting untuk efektivitas inovasi, yaitu jika 
inovasi dilihat sebagai sebuah proses maka informasi dan ide adalah bahan 
baku yang akan ditransformasi menjadi produk (barang/jasa) yang baik. 
Empat tindakan yang perlu diperhatikan dalam rangka memperoleh akses 
sumber daya informasi yaitu : kontak langsung, rancang struktur organisasi 
secara sedemikian rupa, rancang struktur organisasi yang menunjang pola 
komunikasi, dan pilih “gatekeepers” yang handal untuk inovasi Anda.  
7. Hasil dari upaya kreatif perlu dilindungi, yaitu melakukan proteksi atas produk 
(barang/jasa) inovatif atau bisa dikatakan penggunaan hak paten atau hak 
cipta. 
8. Inovasi yang berhasil berakar pada pemahaman yang baik tentang pasar, 
yaitu kemampuan tingkat tinggi dalam berkomunikasi dengan konsumen, 
pelanggan, dan konsumen serta pelanggan potensial, serta pihak-pihak lain 
yang mempengaruhi keputusan membeli merupakan faktor fundamental 
keberhasilan dalam berinovasi. 
Dalam Buku Inspire to innovate (2005) menguak faktor-faktor yang 
menghambat jalannya inovasi di Asia. Buku ini memuat hasil riset Arnoud De 
Meyer dan Sam Garg tentang manajemen inovasi di Asia dalam dua tahap. 
Pertama, mereka melakukan 35 studi kasus atas perusahaan-perusahaan yang 
berlokasi di 11 Negara Asia. Tiga puluh lima kasus tersebut berasal dari tiga 
perusahaan China, dua Hong Kong, tujuh di India, satu di Indonesia, satu di 
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Malaysia, tiga Filipina, lima di Singapura, lima di Korea Selatan, satu di Sri Lanka, 
dua di Taiwan, dan lima di Thailand. Kedua, mereka memperoleh data survei dari 
336 manajer senior yang bekerja di Asia.  
Riset De Meyer dan Garg menunjukkan bahwa hadirnya hambatai-
hambatan inovasi merupakan faktor yang membedakan implementasi 
manajemen inovasi di Negara-negara Barat dari implementasi manajemen 
inovasi di Negara-negara Timur/Selatan. Peneliti mengelompokkan lima kategori 
penghalang berdasarkan hasil wawancara tentang faktor-faktor kunci 
keberhasilan yang mempengaruhi secara positif atau negative implementasi 
manajemen inovasi di antaranya sebagai berikut : 
1. Kelangkaan sumber daya, waktu yang dibutuhkan untuk memulai bisnis, pola 
pikir yang lebih menekankan pada efisiensi alih-alih penciptaan nilai baru, 
berpikir terlalu berorientasi pada peta produksi alih-alih pada peta proses dan 
kemampuan proses sehingga hal ini menghasilkan penciptaan nilai tingkat 
rendah.  
2. Pasar-pasar yang merangsang inovasi secara geografis berjarak jauh atau 
berukuran kecil dan secara cultural berbeda.  
3. Kebijakan industrial yang ada dimaksudkan untuk mengejar ketertinggalan 
dari dunia industrialis (pola pikir “persaingan”, pola pandang makro-industri) 
alih-alih mencari cara menciptkan nilai melalui inovasi (pola pikir “kolaborasi”, 
pola pandang mikro-manajerial).  Kecenderungan tersebut ditandai dengan 
menganak-emaskan perusahaan-perusahaan publik, perusahaan dan 
pengusaha tertentu.  
4. Banyaknya organisasi memiliki budaya yang cenderung menolak inovasi 
(innovation-everse organizational cultures), yang berkonsekuensi pada 
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situasi self-fulfilling prophecy dari mentalitas keterbelakangan dan organisasi 
hierarkis-birokratik yang menghambat kreativitas.  
5. Kurangnya penghargaan yang cukup terhadap asset-aset nirwujud. 
Membangun merek sering diabaikan atau diartikan hanya sebagai pemilihan 
nama yang keren.  
Dari hasil studi literaturdan riset empiris tentang manajemen inovasi di 
dunia dan hasil studi tentang manajemen Inovasi di Asia, De Meyer dan Garg 
menemukan bahwa cara-cara menatakelola inovasi mengikuti prinsip-prinsip 
yang berlaku umum di dunia. Ketidakberhasilan atau kekurang-keberhasilan 
implementasi manajemen inovasi dan kinerja inovasi di Asia disebabkan oleh 
tidak dijalankannya satu atau lebih prinsip-prinsip manajemen inovasi yang 
berlaku universal, tidak terlepas apakah manajemen inovasi dilakukan di 
perusahaan-perusahaan Asia atau bukan Asia.  
Dengan berbagai pandangan tersebut bagi sebuah inovasi program untuk 
direpleksikan di daerah lain sangat dimungkinkan. Atas dasar pertimbangan 
tersebut, maka instrumentmanajemen inovasi menciptakan nilai yang 
berlandaskan prinsip integrasi dalam organisasi inilah yang dipilih karena dalam 
proses inovasi yang menjadi tantangan terberat adalah integrasi organisasi 
menurut De Meyer and Garg . Ini akan digunakan dalam menilai inovasi program 
Listrik Prabayar yang ada dan yang telah dilakukan. Instrument ini yang 
kemudian dimodifikasi dalam proses pembuatan draf wawancara key 
informandalam rangka menilai level dan inovasi program pelayanan publik sektor 
jasa di PT. PLN (Persero) Rayon Kabupaten Kepulauan Selayar.  
II.4.5 Indikator Manajemen dan Inovasi Menciptakan Nilai 
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 Adapun indikator dari Manajemen inovasi penciptaan nilai berdasarkan 
prinsip Inovasi membutuhkan Integrasi organisasi (dalam Fontana, 2011: 30) 
terdiri atas: 
1. Integrasi proyek dengan visi strategis organisasi 
Indikator ini merupakan ada kesesuaian proyek dengan tujuan jangka 
panjang organisasi dan ada kontribusi proyek bagi pencapaian tujuan jangka 
panjang organisasi. Indikator ini menjelaskan bahwa ada perencanaan 
jangka panjang (visi) yang sesuai dengan inovasi yang dilakukan 
2. Integrasi intertemporal antar fase-fase yang berbeda dalam proyek  
Indikator ini merupakan ada kesesuaian proses dan output dari satu fase 
dengan fase lainnya. Indikator ini lebih menekankan bagaimana proses yang 
ditempuh sama dengan hasil yang diharapkan mulai dari penggalian ide, 
pengembangan konsep, definisi produk, pengembangan produk/proses, dan 
peluncuran produk. Kualitas proses dari awal dan akhir sangat diperhatikan 
dalam indikator ini. Proses dapat dikatakan sebagai tahap-tahap inovasi 
dilaksanakan dan output adalah hasil dari pelaksanaan tahap-tahap tersebut 
apakah dapat dikatakan sebagai inovasi yang memiliki nilai. 
3. Integrasi lintas fungsi selama proyek berjalan 
Indikator merupakan ada kerjasama antara fungsi selama proyek 
berlangsung secara terintegrasi. Mulai dari manajemen puncak, pemasaran 
dan jual purna jual, R&D desain, dan tim operasional. Artinya selama proses 
inovasi semua harus bekerjasama secara terintegrasi 
4. Intergrasi dengan lingkungan  
Indikator ini menjelaskan bahwa inovasi perlu sesuai dengan konteks di 
mana inovasi dilakukan dan hasil inovasi akan digunakan. Indikator ini 
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berkaitan dengan semua aspek pendukung inovasi mulai dari penggunaan 
teknologi, manfaat program bagi masyarakat/konsumen, dampak inovasi 
terhadap lingkungan,  distributor dan penjual. 
II.4.6 Inovasi dalam Konteks Administrasi Publik  
Orientasi administrasi publik sekarang ini diarahkan kepada kepentingan 
rakyat dan kekuasaan rakyat (Thoha, 2011 : 68). Sehinga Administrasi Publik 
lebih menekankan pada perkembangan program aksi yang berorientasi pada 
kepentingan rakyat dan masyarakat. Perkembangan program aksi itu dapat 
diwujudkan dalam pembangunan yang bersifat Inovasi. Inovasi dalam 
Administrasi Publik adalah efektifitas, kreativitas, dan jawaban unik terhadap 
masalah baru, atau jawaban baru terhadap masalah lama. Sebuah inovasi 
tidaklah harus merupakan solusi yang sempurna atau berupa penyelesaian akhir, 
tetapi suatu solusi terbuka yang dapat di transformasi oleh mereka yang 
mengadopsi (Sangkala, 2013: 27). 
Pendokumentasian dan berbagi inovasi dalam administrasi publik 
merupakan alat yang sangat penting di dalam menumbuhkembangkan 
pembangunan dan mempromosikan pemerintah yang sukses. Tidak semua 
praktek inovasi sukses dalam jangka panjang yang kemudian dapat disebarkan 
ke setiap pemerintahan baik di level negara maupun daerah.  
II.5Kerangka KonsepManajemen Inovasi Penciptaan Nilai 
 Sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu penulis merumuskan 
kerangka konsep sebagai dasar dalam penelitian yang akan dilakukan dengan 
menggunakan kerangka pemikiran Inovasi dan manajemen inovasi penciptaan 
nilai berdasrkan prinsip inovasi membutuhkan integrasi organisasiArnoud De 
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Metode Penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data 
dengan tujuan dan kegiatan tertentu. Untuk mendapatkan data yang valid dalam 
penelitian maka harus berlandaskan kebenaran ilmiah yaitu sesuai dengan fakta, 
sesuai dengan ketentuan, obyektif, dan sesuai bukti awal. Sehingga dalam bab 
ini penulis akan menjabarkan metode yang akan digunakan untuk mendapatkan 
data yang valid tersebut. 
III.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian 
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan 
menggunakan analisis deskriptif. Pendekatankualitatif merupakan data yang 
berupa kata atau kalimat, gambar, skema yang belum diangkakan.Analisis 
Deskriptif yaitu menggambarkan apa yang terjadi pada saat melakukan penelitian 
seperti mencatat, menganalisa, menginterprestasikan kondisi-kondisi yang 
sekarang ini terjadi dan ada. Pendekatan ini hanya sampai pada tahap 
menyajikan dan menganalisis fakta secara sistematik sehingga dapat lebih 
mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mendapatkan gambaran yang benar mengenai subjek yang diteliti. Pendekatan 
penelitian ini dipakai saat melakukan wawancara, mencari data, dan melihat 
fakta yang terjadi di lapangan serta dari keterangan para key informan yang akan 
dianalisis secara dekriptif untuk mencapai hasil dan kesimpulan.Pemilihan 
pendekatan ini atas pertimbangan dari data yang didapatkan tidak dapat 
dikuantitatifkan karena sangat erat kaitannya dengan disiplin ilmu administrasi 
yang lebih mengamati inovasi dalampelayanan publik.  Pendekatan ini juga akan 
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menguji ketepatanbagaimana penerapan inovasi pelayanan publik (Listrik 
Prabayar) dalam sector jasa PT. PLN (Persero) di Kabupaten Kepulauan Selayar. 
III.2 Lokasi Penelitian 
Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Selayar 
khususnya di PT. PLN (Persero) Kabupaten Kepulauan Selayar yang berwenang 
menyediakan tenaga listrik kepada masyarakat umum.Lokasi ini dipilih karena PT. 
PLN (Persero) ranting Kabupaten Kepulauan Selayar yang melaksanakan dan 
mengelola program listrik prabayar kepada masyarakat.  
III.3 Fokus Penelitian 
 Penelitian ini lebih fokus pada inovasi dalam pelayanan public sektor jasa 
di PT. PLN (Persero) di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan menggunakan 
metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah analisis sistematis terhadap 
tindakan sosial yang bermakna melalui pengamatan langsung dan rinci terhadap 
perilaku sosial dalam setting keseharian yang alamiah agar mampu menafsirkan 
para pelaku sosial yang bersangkutan.Penelitian ini berfokus pada 4 kerangka 
pikir konsep Manajemen Inovasi Penciptaan Nilaiberdasarkan prinsip inovasi 
membutuhkan integrasi organisasidengan alasan keberhasilan inovasi sudah 
dapat diukur melalui 4 (empat) indikator ini. Kerangka tersebut dijabarkan 
sebagai berikut : 
1. Integrasi proyek dengan visi strategis organisasi 
Indikator ini merupakan ada kesesuaian proyek dengan tujuan jangka 
panjang organisasi dan ada kontribusi proyek bagi pencapaian tujuan jangka 
panjang organisasi. indikaotr ini menjelaskan bahwa ada perencanaan jangka 
panjang (visi) yang sesuai dengan inovasi yang dilakukan. Penelitian ini 
45 
 
hanya akan berfokus pada kesesuaian antara visi strategi PT PLN (Persero) 
dengan inovasi yang dikeluarkan yaitu Listrik Prabayar. 
2. Integrasi intertemporal antar fase-fase yang berbeda dalam proyek  
Indikator ini merupakan ada kesesuaian proses dan output dari satu fase 
dengan fase lainnya. Indikator ini lebih menekankan bagaimana proses yang 
ditempuh sama dengan hasil yang diharapkan mulai dari penggalian ide, 
pengembangan konsep, definisi produk, pengembangan produk/proses, dan 
peluncuran produk. Kualitas proses dari awal dan akhir sangat diperhatikan 
dalam indikator ini. Proses dapat dikatakan sebagai tahap-tahap inovasi 
dilaksanakan dan output adalah hasil dari pelaksanaan tahap-tahap tersebut 
apakah dapat dikatakan sebagai inovasi yang memiliki nilai. Penelitian ini 
hanya akan berfokus pada bagaimana proses listrik prabayar mulai dari 
penyambungan hingga pemakaian ini sesuai dengan hasil yang didapatkan 
oleh masyarakat. 
3. Integrasi lintas fungsi selama proyek berjalan 
Indikator merupakan ada kerjasama antara fungsi selama proyek 
berlangsung secara terintegrasi. Mulai dari manajemen puncak, pemasaran 
dan jual purna jual, R&D desain, dan tim operasional. Artinya selama proses 
inovasi semua harus bekerjasama secara terintegrasi. Penelitian ini hanya 
akan berfokus pada kerjasama semua pihak yang menjalankan inovasi ini 
apakah terintegrasi atau sebaliknya. 
4. Intergrasi dengan lingkungan  
Indikator ini menjelaskan bahwa inovasi perlu sesuai dengan konteks di 
mana inovasi dilakukan dan hasil inovasi akan digunakan. Indikator ini 
berkaitan dengan semua aspek pendukung inovasi mulai dari penggunaan 
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teknologi, manfaat program bagi masyarakat/konsumen, dampak inovasi 
terhadap lingkungan, distributor dan penjual.Penelitian ini hanya berfokus 
pada bagaimana manfaat inovasi pada program dan apa dampaknya 
terhadap organisasi dan masyarakat. 
III.4 Jenis Data 
Jenis data yang akan digunakan berupa data primer dan data sekunder. 
Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, diamati, 
dan dicatat pertama kalinya melalui wawancara, observasi, tes, kuesioner (Daftar 
Pertanyaan), pengukuran fisik, dan percobaan laboratorium. Sedangkan data 
sekunder adalah data yang didapatkan dari buku dan materi tertulis yang relevan 
dengan tujuan penelitian. Data sekunder ini juga biasa disebut data yang 
diperoleh dari sumber kedua melalui dokumentasi lembaga, BPS (Biro Pusat 
Statistik) dan lembaga atau institusi.  
Data primer yang dibutuhkan oleh peneliti untuk mencari data yang akurat 
adalah, Keterangan akurat dari key informan Direksi PT PLN ranting Kabupaten 
Kepulauan Selayar, Keterangan dari mitra, pelaksana layanan, dan masyarakat 
pengguna. Sedangakan data sekunder yang dibutuhkan atau digunakan dalam 
penelitian ini yaitu referensi dari buku atau brosur PT PLN tentang layanan Jasa 
Listrik Prabayar ini, Statistik penggunaan Listrik prabayar, dan sejenisnya. 
III.5 Informan 
 Penelitian mengenai Inovasi dalam Pelayanan Publik Sector Jasa di PT. 
PLN (Persero) Kabupaten Kepulauan Selayar memerlukan informan yang 
mempunyai pemahaman yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian 
guna memperoleh data dan informasi yang lebih akurat. Oleh sebab itu, Informan 
yang dimaksud adalah sebagai berikut : 
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- Direksi PT. PLN (Persero) ranting Kabupaten Kepulauan Selayar 
- Bagian Pelayanan (Loket Pembayaran) Listrik Prabayar. 
- Pihak Bank sebagai mitra (bagian teller dan internet banking) 
- Konter Voucher (Kios) terkait 
- Masyarakat pengguna listrik prabayar, dan pengguna listrik pasca bayar 
III.6 Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Wawancara mendalam. 
Wawancara mendalam, yaitu riset atau penelitian yang dilakukan dengan cara 
percakapan antara dua orang (peneliti dengan key informan dan informan) yang 
dimulai pewancaraan dengan tujuan khusus memperoleh keterangan yang 
sesuai dengan masalah penelitian dan untuk menjawab masalah yang diteliti. 
Pengambilan data melalui wawancara/secara lisan langsung dengan sumber 
datanya baik melalui tatap muka atau lewat telepon, teleconference. Jawaban 
responden direkam dan dirangkum sendiri oleh peneliti.  
Adapun jenis wawancara yang akan kami gunakan adalah pertanyaan 
terstruktur dan tidak terstruktur. Kami akan mewancarai key informan dengan 
pertanyaan yang telah kami rancang sebelumnya. Kemudian apabila ada 
tanggapan yang kurang jelas dari key informan maka kami akan menggunakan 
pertanyaan tidak terstruktur untuk memperjelas wacana tersebut. 
III.7 Teknik Analisa Data 
Teknik analisa yang digunakan oleh peneliti adalah analisa komponensial. 
Analisa komponensial yaitu penelaahan sistematik pada atribut-atribut 
(komponen dari makna) berkaitan dengan kategori-kategori cultural. Apabila 
peneliti menemukan kontraks-kontraks antara anggota dalam domain kontras 
tersebut dianggap merupakan atribut-atribut atau komponen dari makna. Atribut 
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dari semua kategori Cultural dalam satu domain dapat disajikan sebagai diagram 
yang disebut paradigma. 
Dalam penelitian ini, teknik analisa pengumpulan data yang digunakan 
oleh peneliti dapat teruraikan sebagai berikut : 
1. Mulai dari mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh melalui 
wawancara mendalam dengan key informan dan informan. Apabila 
terdapat domain kontraks dalam proses dan hasil wawancara, maka hal 
tersebut akan dianalisa secara mendalam melalui teknik yang telah 
ditentukan sebelumnya. 
2. Hasil dari pengamatan maupun literatur buku kemudian dihubungkan 
dengan masalah pokok penelitian, juga faktor-faktor pendukung atau 
penghambat yang memberikan pengaruh. 
3. Dari rangkaian analisis tersebut, diungkapkan evaluasi kegiatan yang 
dilakukan, ditarik kesimpulan untuk memberikan alternatif jalan ke luar 












HASIL DAN PEMBAHASAN 
  
IV.1 Gambaran Umum PT PLN (Persero) Rayon Selayar 
 Kelistrikan di Indonesia di mulai pada akhir abad ke–19, pada saat 
beberapa perusahaan Belanda antara lain pabrik gula dan pabrik teh mendirikan 
pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Kelistrikan untuk pemanfaatan 
umum mulai ada pada saat perusahaan swasta Belanda yaitu NV NIGN yang 
semula bergerak dibidang gas memperluas usahanya dibidang listrik untuk 
kemanfaatan umum. Pada tahun 1927 Pemerintah Belanda membentuk s‟Land 
Waterkracht Bedrijven (LB) yaitu perusahaan listrik Negara yang mengelola 
PLTA Pelanggan, PLTA Lamajan dan PLTA Bengkok Dago, PLTA Ubrug dan 
Kracak di Jawa Barat,PLTA Giringan di madiun, PLTA tes di Bengkulu, PLTA 
Tonsea lama di Sulawesi Utara dan PLTU di Jakarta. Selain itu beberapa 
Kotapraja dibentuk perusahaan – perusahaan listrik di Kotapraja. 
 Menyerahnya Pemerintahan Belanda kepada Jepang dalam Perang 
Dunia II maka Indonesia dikuasai oleh Jepang, yang kemudian jatuhnya Jepang 
ke tangan Sekutu dan diproklamasikannya kemerdekaan RI maka diambil alih 
perusahaan – perusahaan listrik yang dikuasai Jepang. Pengambil alihan 
tersebut diserahkan kepada Presiden Soekarno dan kemudian dengan 
Penetapan Pemerintah tahun 1945 No. 1 tertanggal 27 Oktober 1945 maka 
dibentuklah Jawatan Listrik dan Gas dibawah Departemen Pekerjaan Umum dan 
Tenaga. 
 Sejarah ketenagalistrikan di Indonesia mengalami pasang surut sejalan 
dengan perjuangan bangsa. Tanggal 27 Oktober 1945 kemudian dikenal sebagai 
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Hari Listrik dan Gas. Penetapan secara resmi sebagai Hari Listrik dan Gas 
berdasarkan keputusan Mentri Pekerjaan Umum dan Tenaga No.20 tahun 1960, 
namun kemudian berdasarkan keputusan Mentri Pekerjaan Umum dan Tenaga 
Listrik No.235/KPTS/1975 tanggal 30 September 1975 peringatan Hari Listrik dan 
Gas yang digabung dengan Hari Kebangkitan Pekerjaan Umum dan Tenaga 
Listrik yang jatuh pada tanggal 3 Desember. Mengingat pentingnya semangat 
dan nilai –nilai hari listrik, maka berdasarkan Keputusan Mentri Pertambangan 
dan Energi No.1134.K/43/MPE/1992 tanggal 31 Agustus 1992 ditetapkan tanggal 
27 Oktober sebagai Hari Listrik Nasional. 
Pada tahun 1994 terjadi perubahan mendasar dalam tubuh perusahaan 
yang tadinya berstatus sebagai Perusahaan Umum ini, yaitu setelah keluarnya 
Perpu no.3 dan sesuai dengan akte notaris Soetjipto, SH No 169 yang 
menyatakan bahwa Perum PLN statusnya diubah menjadi Perseroan dengan 
nama PT.PLN (Persero). Perubahan status perusahaan tersebut ternyata 
membawa dampak sangat kuat bagi perkembangan perusahaan listrik Indonesia 
dalam menggapai orientasi dan obsesinya. Selain itu dalam rangka 
memaksimalkan peran perusahaan itu berbagai upaya telah dilakukan 
perusahaan ini, baik secara internal maupun secara eksternal. Perubahan 
internal misalnya dapat dilihat dari perubahan struktur organisasinya baik yang 
dikantor pusat maupun didaerah. Begitu juga secara eksternal kini PLN telah 
melakukan ekspansi dengan membentuk unit–unit bisnis dan anak perusahaan 
sebagai unit pelaksanaannya. 
Unit wilayah yang dimiliki PLN terdiri dari 11 wilayah kerja ditambah 
dengan kawasan Batam sebagai wilayah khusus. Wilayah tersebut anatara lain: 
Wilayah I Aceh, Wilayah II Sumatra Utara, Wilayah III Sumbar-Riau, Wilayah IV 
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Sumsel-Bengkulu-Jambi dan Bangka Belitung, Wilayah V Kalimantan Barat, 
Wilayah VI Kalimantan Selatan, Timur dan Tengah, Wilayah VII Sulut Sulteng, 
Wilayah VIII Sulawesi Selatan dan Tenggara, Wilayah IX Maluku, Wilayah X Irian 
jaya dan Wilayah XI Bali NTT – NTB.  
Selain wilayah PLN memiliki unit distribusi Jakarta raya dan Tangerang 
distribusi Jawa Barat, distribusi Jawa Tengah dan Timur. Begitu juga membentuk 
anak perusahaan diantaranya PT.Indonesia Power, PT. Icon Plus dan PLN 
Batam yang sebelumnya menjadi daerah khusus. PT PLN (Persero) Rayon 
Selayar Sendiri merupakan bagian dari PT PLN (PERSERO) Kabupaten 
Bulukumba yang termasuk dalam Wilayah VIII Sulawesi Selatan. 
IV. 2  Visi Dan Misi PT PLN (Persero) 
IV.2.1 Visi Perusahaan 
“Diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, 
unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insan”. 
IV.2.2 Misi Perusahaan 
1. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi 
pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham. 
2. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas 
kehidupan masyarakat. 
3. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. 
4. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. 
IV.3 Motto Perusahaan  




IV.4 Struktur Perusahaan 
  Struktur organisasi merupakan wadah bagi seluruh anggota organisasi 
agar dapat mengetahui tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan organisasi. 
Dalam sebuah pemahaman umum, struktur organisasi setiap organisasi 
terdapat beberapa unsure, yaitu: 
1. Adanya sekolompok rang 
2. Adanya kerjasama 
3. Adanya suatu tujuan 
4. Satu sama lain terkait secara formil 
5. Mempunyai atasan dan bawahan  
Untuk lebih jelasnya, akan digambarkan struktur organisasi PT. PLN (Persero) 
Rayon Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagaimana terlampir sebagai berikut : 
Gambar 2. Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) Rayon  

























PIHAK KE 3 
PT.ALMIRA 
 











IV.5 Tugas dan Fungsi 
 Uraian tugas masing-masing jabatan telah dituangkan sebagai dokumen 
penting perusahaan yang akan dijelaskan sebagai berikut : 
1. Manajer PT PLN 
a. Merumuskan sarana kerja Rayon berdasarkan target pengusahaan 
dengan berpedoman pada target kinerja, petunjuk serta kebijakan 
pelaksanaan pekerjaan dari unit pengusahaan Induk. 
b. Menyusun RKAP Rayon untuk di tindak lanjutkan kepada PLN Cabang 
sebagai bahan rencana pelaksanaan tahun yang akan datang 
c. Menyusun konsep kebijakan teknis Rayon berdasarkan program kerja 
unit pengusahaan Induk sebagai bahan usulan. 
d. Menganalisa dan mengevaluasi kinerja Rayon dalam rangka pencapaian 
target-target yang telah ditetapkan. 
e. Mengkoordinasikan pelayanan dan pengembangan kelistrikan dengan 
Pemda dan Kapolres stempat atau organisasi lain terkait. 
f. Memeriksa secara uji petik dan mendadak terhadap bukti-bukti 
pengiriman uang penjualan rekening bank receive PT PLN Pusat/Wilayah 
serta mengecek hasil pencatatan stand meter konsumen besar untuk 
mengecek kebenaran pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 
g. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan perindustrian 




h. Mengendalikan kegiatan pemeliharaan sesuai dengan jadwal dan 
penanganan pencurian tenaga listrik secara terpadu sebagai upaya 
mengurangi susut kwh teknis maupun non teknis. 
i. Merencanakan sistem pengawasan pelaksanaan dan penyerahan 
pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga untuk menghindari 
penyimpangan-pemyimpangan. 
j. Memeriksa dan menandatangani bukti-bukti pengesahan, penerimaan 
dan pengeluaran uang Rayon, surat perintah kerja, surat Dinas resmi 
lainnya yang menyangkut Rayon sebagai upaya untuk melaksanakan 
pengawasan dan pengendalian. 
k. Membuat laporan berkala sesuai bidang dan tugasnya. 
l. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang sesuai dengan 
kewajiban dan tanggung jawan pokoknya. 
m. Mengarahkan dan membina para rekanan Rayon yang bergerak dalam 
bidang kelistrikan agar dalam pelaksanaan pekerjaan Instalasi dan 
pemeliharaan jaringan, serta penangan gangguan memenuhi standar 
mutu pekerjaan yang sudah ditetapkan. 
2. Supervisor Pelayanan dan Administrasi 
Supervisor Pelayanan dan Adminsitrasi mempunyai tugas utama 
meningkatkan kinerja pelayanan dan kepuasan pelanggan serta 
melaksanakan dan mengendalikan aktifitas pelaksanaan fungsi administrasi 
perkantoran. Dibawah ini disebutkan secara rinci tugas dari supervisor 
Pelayanan dan Administrasi. 
a. Memeriksa bon permintaan barang dari supervisor terkait. 
b. Memeriksa dan melaksanakan administrasi material persedian (TUKG). 
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c. Memeriksa dan melaksanakan administrasi material gudang (TUKG) 
d. Membuat urusan rencana pengembangan karir pegawai. 
e. Mengawasi dan melaksanakan sekretariat, rumah tangga dan kendaraan. 
f. Membuat laporan berkala sesuai bidang tugasnya. 
g. Melaksanakan MUK untuk penilaian kinerja pegawai. 
h. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan yang sesuai dengan kewajiban dan 
tanggung jawab pokoknya. 
i. Menyusun rencana pelaksanaan survey data calon pelanggan yang akan 
disurvey untuk bahan pelaksanaan survey. 
j. Membuat surat perjanjian jual beli tenaga listrik (SPJBTL) untuk 
ditandatangani oleh calon pelanggan dan manajemen. 
k. Melayani permintaan multiguna ekspor energi untuk meningkatkan 
pendapatan. 
l. Memonitor kondisi dan pemekaran payment point untuk meningkatkan 
pelayanan pembayaran rekening listrik. 
m. Memproses permintaan, penyambungan baru, perubahan daya, 
perubahan tariff, perubahan nama pelanggan, pembayaran tagihan 
susulan P2TL, restitusi UJL, pindah tempat pembayaran rekening listrik 
untuk peningkatan pendapatan dan mutu pelayanan. 
n. Memantau pelayanan permintaan berhenti menjadi pelanggan untuk 
peningkatan mutu pelayanan. 
o. Memproses pelayanan pengaduan pelanggan di loket pelayanan untuk 
peningkatan mutu pelayanan. 




q. Membuat laporan bidang pelayanan pelanggan secara periodic untuk 
memenuhi kepentingan manajemen. 
r. Menyelenggarakan Manajemen Unjuk Kerja (MUK) untuk penilaian 
pegawai.  
3. Supervisor Teknik dan Distribusi 
Supervisor Teknik dan Distribusi memliki tugas utama mengendalikan 
kontinuitas pendistribusian dan teknik aliran listrik dan pencapaian targer 
kinerja SAIDI. Berikut ini disebutkan secara rinci tugas dari Supervisor Teknik 
dan Distribusi. 
a. Menyusun Program Rencana Kerja (PRK) Operasi 
b. Mengawasi pengaturan pengoperasian jaringan distribusi dan manuver 
sesuai SOP. 
c. Memeriksa dan menganalisa kelainan/gangguan sarana perindustrian 
tenaga listrik. 
d. Mengawasi pemakaian material dan peralatan kerja lainnya. 
e. Memonitor pengaturan kondisi sistem dan piket Cabang dan 
menindaklanjuti intruksi dari piket pengatur cabang. 
f. Mengawasi pelaksanaan pemutusan, pembongkaran dan penyambungan 
kembali aliran listrik dalam pelaksanaan P2TL. 
g. Mengawasi pemeriksanaan secara berkala JTM, JTR, SR, Trato, dan 
mengusulkan perbaikan ke seksi terkait untuk perbaikan jika ada kelainan 
sesuai kewenangan unit. 
h. Memeriksa dan mengevaluasi hasil survey lapangan untuk mengetahui 
jumlah permohonan calon pelanggan. 
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i. Mengawasi pemakaian tang segel, mengawasi perluasan JTM/JTR dan 
Gardu dengan atau pihak ketiga sebagai bahan laporan. 
j. Mengusulkan kebutuhan sarana dan material distribusi. 
k. Mengendalikan tingkat mutu teganan pelayanan. 
l. Memantau dan mengevaluasi hasil pembacaan Kwh eksim. 
m. Memantau dan mengevaluasi hasil pengukuran beban trato. 
n. Melaksanakan MUK untuk penilaian kinerja pegawai. 
o. Membuat laopran berkala sesuai bidang tugasnya. 
4. Supervisor Transaksi Energi 
Supervisor Transaksi Energi memiliki tugas utama mengkoordinasikan 
pengoperasian/pemeliharaan peralatan pengukuran,  proteksi dan 
mengawasi pengoperasian/pemeliharaan AMR untuk meningkatkan 
keandalan penyaluran tenaga listrik yang efektif & efesien kepada 
masyarakat pelanggan. Bertanggung jawab atas tersusunnya rencana 
pemasaran yang menjamin tercapainya target pendapatan penjualan tenaga 
listrik yang berorientasi kepada kebutuhan pelanggan, serta kesediaan 
standar pelaksanaan kerja dan tercapainya interaksi kerja yang baik antar 
unit-unit pelaksana dan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Dan 
secara rinci dijabarkan sebagai disebutkan sebagai berikut : 
a. Merencanakan jadwal pemeliharaan proteksi dan pengukuran 
b. Mengawasi pelaksanaan pemeliharaan system proteksi dan pengukuran 
c. Mengkordinir pengoperasian & pemeliharaan AMR 
d. Melaksanakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), baca meter, 
dan juga pemeliharaan dan pengoperasian Alat Pengukur dan Pembatas 
(APP) pada pelanggan. 
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e. Menghitung arus gangguan dan merencanakan koordinasi setting 
relay  proteksi  
f. Memonitor unjuk kerja system proteksi dan pengukuran  
g. Merencanakan pengembangan system proteksi dengan konfigurasi loop-
scheme  
h. Membuat SOP pekerjaan pemasangan / pemeliharaan system proteksi & 
pengukuran  
i. Mengawasi pelaksanaan pemasangan / pemeliharaan APP  pelanggan 
khususnya pelanggan > 66 KVA   
j. Mengevaluasi hasil pembacaan KWh terima dari G.induk, Pembangkit 
yang menjadi energi terima di unit Cabang .  
k. Mengevaluasi dan analisa data DLPD yang ditampilkan dari 
hasil  pembacaan AMR  
l. Membuat data asset / inventaris peralatan pengukuran dan proteksi di 
unit cabang  
m. Menyusun RAO / UAI bagian pengukuran dan proteksi  
n. Menyusun rancangan kebijakan dan strategi pemasaran 
yang  berorientasi pada pelanggan  
o. Menyusun dan mengendalikan anggaran rutin investasi 
perluasan  jaringan   
p. Melaksanakan riset pasar dan menyusun data potensi pasar  
q. Mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan pelanggan  
r. Menyusun segmentasi pelanggan dan menyusun rencana penjualan 
energi dan pendapatan 
s. Menyusun strategi peningkatan pelayanan pelanggan  
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t. Mengevaluasi perkembangan Captive Powerdan Menghitung biaya 
subtitusi tenaga listrik pada sisi konsumen    
IV.6 Sistem Operasi Listrik Prabayar PT PLN (Persero) Rayon Kabupaten 
Kepulauan Selayar 
 Selama ini pelanggan PLN mendapat layanan listrik pascabayar, yaitu 
Pelanggan menggunakan energi listrik dulu dan membayar belakangan, pada 
bulan berikutnya. Setiap bulan PLN harus mencatat meter, menghitung dan 
menerbitkan rekening yang harus dibayar Pelanggan, melakukan penagihan 
kepada Pelanggan yang terlambat atau tidak membayar, dan memutus aliran 
listrik jika konsumen terlambat atau tidak membayar rekaning listrik setelah waktu 
tertentu. 
Mekanisme tersebut di atas tidak dilaksanakan pada sistem listrik pintar 
(prabayar). Pada sistem listrik pintar, pelanggan mengeluarkan uang/biaya lebih 
dulu untuk membeli energi listrik yang akan dikonsumsinya. Besar energi listrik 
yang telah dibeli oleh pelanggan dimasukkan ke dalam Meter Prabayar (MPB) 
yang terpasang dilokasi Pelanggan melalui sistem „token‟ (pulsa) atau stroom. 
MPB menyediakan informasi jumlah energi listrik (kWh) yang masih bisa 
dikonsumsi. Persediaan kWh tersebut bisa ditambah berapa saja dan kapan saja 
sesuai kebutuhan dan keinginan Pelanggan. Dengan demikian, Pelanggan bisa 
lebih mudah mengoptimalkan konsumsi listrik dengan mengatur sendiri jadwal 
dan jumlah pembelian listrik. Dengan menggunakan Listrik Pintar, pelanggan 
tidak perlu berurusan dengan pencatatan meter yang biasanya dilakukan setiap 
bulan, dan tidak perlu terikat dengan jadual pembayaran listrik bulanan. 
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Listrik Prabayar merupakan layanan baru dari PLN untuk pelanggan 
dalam mengelola konsumsi listrik melalui meter elektronik prabayar. Dengan 
listrik prabayar, pelanggan bisa lebih mudah mengoptimalkan konsumsi listrik, 
disamping itu pelanggan tidak perlu berurusan dengan pencatatan meter setiap 
bulan, dan tidak perlu terikat dengan jadwal pembayaran listrik bulanan. Karena 
persediaan kWh dapat ditambah berapa saja dan kapan saja sesuai kebutuhan 
dan keinginan pelanggan. Latar belakang diluncurkannya program ini sebagai 
wujud komitmen PLN untuk terus meningkatkan pelanannya kepada pelanggan 
dengan berbagai bentuk inovasi. Program ini juga diluncurkan karena banyaknya 
keluhan tentang listrik pascabayar sebelumnya seperti gangguan los kontak pada 
tiang, borosnya pemakaian listrik akibat instalasi yang tidak standar, rusaknya 
pembatas pada kwh akibat beban lebih dan terjadinya kesalahan baca meter 
akibatnya jumlah tagihan besar dan tidak menetntu setiap bulannya. (sumber :PLN 
Rayon Selayar). 
 Adapun prosedur untuk mendapatkan Listrik Prabayar adalah sebagai 
berikut: 
1. Calon pengguna mendatangi PT PLN (Persero) untuk melakukan 
permohonan di bagian Pelayanan dan Administrasi.  
2. Setelah itu bagian pelayanan akan menentukan apakah layak teknis untuk 
diberikan. 
3. Pemohon akan menunggu di daftar tunggu sebelum adanya persetujuan. 
4. Adapun berkas agar permohonan disetujui adalah pemohon harus membawa 
SPJBTL (Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik),  menyerahkan copy SLO 
(Sertifikat Layak Operasi), jikalau belum ada SLO bisa menyertakan surat 
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pernyataan belum ada SLO. Setelah itu akan dikenakan Uang Jaminan 
Langganan (UJL) dan Biaya penyambungan (BP) atau Token Perdana.  
5. Proses terakhir yaitu pasang SR&APP (Alat Pembatas dan Pengukur) lalu 
menyala. 
Gambar 3. Prosedur Penyambungan Listrik Prabayar 
 
 (Sumber: PT. PLN Rayon Selayar) 
Menggunakan Listrik Prabayar tentu tidak lepas dari penggunaan voucher 
atau token listrik. Token adalah kode yang dimasukukkan ke meter listrik 
prabayar sehingga dapat menyalurkan sejumlah listrik (KwH) tertentu ke instalasi 
konsumen. Token terdiri dari 20 angka yang bersifat unik, hanya untuk nomor 
meteran prabayar tertentu. Nilai token terdiri dari unsure kWh, PPJ, dan materai. 
Token memiliki berbagai pilihan nilai tertentu : RP. 20.000,- Rp. 50,000,- Rp. 
100,000,- Rp. 250,000,- Rp. 500,000,- Rp. 1.000,000,- dan pelanggan pada saat 
membeli dapat memilih nilai nominal sesuai dengan yang dikehendaki sesuai 
kebutuhan. Kelebihannnya Token tidak memiliki expired data (kadaluarsa). 
Untuk mengisi token dapat dilakukan di Bank, Kantor Pos, dan Loket-
loket terdekat yang telah bekerja sama dengan perusahaan sebagai pihak ketiga. 
Kesepakatan tersebut tertuang dalam Perjanjian Pihak Pertama, Kedua, dan 
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Ketiga dalam Jual Beli Tenaga Listrik. Proses pembelian online hampir sama 
antara Loket dan Kantor Pos. Perbedaan yang terdapat adalah jaringan yang 
digunakan. Jikalau kantor pos menggunakan jaringan Telkom, sedangkan Loket-
loket menggunakan Speedy. 
Adapun prosedur pembelian Token/Voucher Listrik Prabayar adalah 
sebagai berikut : 
1. Pengguna Listrik Prabayar mendatangi Loket atau Kantor Pos kemudian 
menyetor Nomor seri meter kepada penjual. 
2. Selanjutnya Nomor meter dimasukkan dalam Payment Point Online Bank klik 
“Nomor seri meter” berjumlah 11 digit. Contoh : 22110912967 






Sumber : pemilik loket pembayaran voucher 
3. Setelah enter dan akan terproses. Maka akan muncul data pemilik Nomor 
seri meter dan selanjutnya pilihlah nilai voucher yang ingin dibeli. Untuk 
pembelian voucher ini akan dikenakan biaya admin Rp. 2.500,- 











Sumber : pemilik loket pembayaran voucher 








Sumber : pemilik loket pembayaran voucher 
4. Setelah itu, Klik “Tambah” dan akan terproses untuk siap dicetak. 
Gambar 7. Voucher/Token 
 
Sumber : Pemilik loket pembayaran voucher 
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Berbeda dengan pembelian token/voucher di Bank yang menggunakan 
sarana ATM semakin mempermudah pemakaian Listrik Prabayar. Adapun 
prosedur pembelian dapak digambarkan sebagai berikut : 
1. Masukkan Kartu ATM lalu pilih Transaksi lainnya 
2. Lalu pilih menu pembayaran, setelah itu PLN       Prabayar 
3. Masukkan Nomor Meter (11 nomor) lalu tekan benar/salah 
4. Pilih Nominal Token/Voucher, setelah itu tekan benar/salah 
5. Struk akan tercetak  
Pembelian juga dapat dilakukan melalui Mini ATM dan SMS Banking 
melalui “Mobile Bank” dengan prosedur yang sama. Untuk Mini ATM digesek 
pada samping kanan lalu semuanya sama. Untuk Mobile Bank dapat didownload 
dan registrasi di Bank lalu dapat dipakai menggunakan pembayaran Listrik PLN. 
Gambar 8. ATM Mini 
 









IV.7 Pelanggan Listrik PT PLN (Persero) Rayon Selayar 
 Pengguna Listrik di kabupaten kepulauan Selayar terdiri dari pengguna 
listrik prabayar dan pasca bayar serta masih ada daerah yang menggunakan 
listrik genset. Beberapa pelanggan menggunakan listrik pasca bayar sebelum 
tahun 2011 dan sedikit demi sedikit menggunakan prabayar sejak tahun 2011 
karena merasa tidak puas dengan pelayanan listrik pasca bayar. Berikut ini tabel 
pengguna listrik di kabupaten kepulauan selayar tiga tahun terakhir : 







2013 12.961 2013 3.677 
2014 12.815 2014 5.851 
2015 12.781 2015 6.451 










IV.8 Penerapan Inovasi Pelayanan Listrik Prabayar  
 Dalam bab ini dipaparkan mengenai hasil penelitian tentang penerapan 
inovasi pelayanan listrik prabayar PT PLN (Persero) di Kabupaten Kepulauan 
Selayar. Dalam menerapkan inovasi dibutuhkan manajemen inovasi penciptaan 
nilai agar sasaran yang ingin dicapai dapat terwujud. Manajemen Inovasi 
Penciptaan nilai dilihat sebagai generator penciptaan dan perbaikan atau 
modifikasi nilai guna sehingga semakin baik dan bermanfaat.  Karena inovasi 
dan penciptaan nilai bersifat sosial dan kerap berinteraksi dengan lingkungan di 
mana individu dan produk berada, pengelolaan atau manajemen inovasi perlu 
memperhatikan pengalaman konsumen sebelum, selama, dan setelah 
menggunakan produk (barang/jasa) hasil inovasi. 
 Adapun indikator dari model proses yang kemudian digunakan untuk 
mengukur keberhasilan penciptaan nilai dalam menerapkan inovasi pelayanan 
publik sektor jasa PT. PLN (Persero) di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 
dilihat dari empat tipe integrasi menurut De Meyer dan Garg dalam Fontana 
(2011) : 
5. Integrasi Proyek Dengan Visi Strategis Organisasi 
Kesesuaian atau integrasi antara visi dan misi sebagai rencana jangka 
panjang PT.PLN (Persero) Rayon Selayar dengan diluncurkannya produk 
jasa Listrik Pintar (Prabayar) dapat dilihat dalam wawancara dengan Bapak 
NA Manager PT. PLN (Persero) Rayon Selayar : 
“iya.Program ini sebenarnya sesuai dengan intruksi pusat untuk 
memperbaiki Pelayan Publik yang memang sudah diharuskan 
untuk semua unit PLN dimanapun sejak tahun 2008 dan mulai 
diterapkan di Selayar itu tahun 2011. Tentu ini sejalan dengan visi 
PT PLN (Persero) sendiri karena kami ingin pelanggan 
mendapatkan kepuasan”. 
(Wawancara tanggal 21 Januari 2016) 
67 
 
Jika dianalisis hasil wawancara tersebut program Listrik Prabyar ini telah 
terpusat dan semua kantor cabang PT PLN (Persero) di Indonesia telah 
diwajibkan untuk menerapkan program tersebut. Program ini sesuai juga 
dengan komitmen dan visi PT. PLN (Persero) yang memberikan pelayanan 
yang inovatif kepada pelanggannya. Adapun visi dan misi dari PT. PLN 
(Persero) Rayon Selayar menurut keterangan dari Bagian Pelayanan dan 
Administrasi yaitu:  
Visi 
Diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul 
dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani 
Misi 
5. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi 
pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham. 
6. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas 
kehidupan masyarakat. 
7. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. 
8. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. 
Integrasi ini juga dapat terlihat dari kesesuaian anatara inovasi listrik 
prabayar dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang 
ketenagalistrikan yang didalamnya menjelaskan rangkaian usaha 
perusahaan adalah menjalankan usaha penyediaan tenaga listrik yang 
meliputi pembangkitan tenaga listrik, penyaluran tenaga listrik, perencanaan 
dan pembangunan saranan penyediaan tenaga listrik, pengembangan 
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penyediaan tenaga listrik,pengembangan penyediaan tenaga listrik, dan 
penjualan tenaga listrik. 
Inovasi ini telah berhasil karena sesuai dengan pengertian dari indikator 
ini merupakan ada kesesuaian proyek dengan tujuan jangka panjang 
organisasi dan ada kontribusi proyek bagi pencapaian tujuan jangka panjang 
organisasi. Indikator ini menjelaskan bahwa ada perencanaan jangka 
panjang (visi) yang sesuai dengan inovasi yang dilakukan.  
6. Integrasi Intertemporal Antar Fase-Fase Yang Berbeda Dalam Proyek  
Kesesuain proses dan output diungkapkan dalam wawancara dengan 
manajer PT. PLN (Persero) Rayon Selayar mengatakan bahwa: 
“Program listrik ini dari awal hingga akhir telah berjalan sesuai 
dengan perjanjian. PLN hanya bertugas dalam proses 
penyambungan dan penambahan dan daya. Yang melaksanakan 
pembelian voucher itu dilaksanakan oleh mitra. Semua personil 
PLN telah dibekali pelatihan dan program in telah menggunakan 
teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Adapun jika terjadi 
masalah itu diluar kesengajaan.” 
(Wawancara, 21 Januari 2016) 
Kesesuaian ini terbantahkan oleh hasil wawancara dengan pelanggan 
listrik prabayar Bapak Amenyatakan bahwa: 
“Kadangkala kwh yang didapatkan tidak sesuai dengan nominal 
yang dibeli dan stroomnya tidak sampai sehingga sering mati 
lampu” 
(Wawancara, 10 Januari 2016) 
Hal ini tidak jauh berbeda dengan yang diungkapkan oleh Bapak N: 
“Kode voucher yang digunakan kadang tidak bisa dipakai dan 
struk voucher di ATM pernah tidak bisa keluar” 
(Wawancara, 10 Januari 2016) 
Bukan hanya itu, ditambahkan oleh Ny.S yang mengungkapkan 
ketidaktahuannya mengoperasikan meteran listrik prabayar sehingga selalu 
meminta bantuan penjual voucher : 
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“Saya tidak tahu memasukkan kode voucher sehingga saya 
kadang meminta bantuan loket pembayaran memasukkan”. 
(Wawancara, 13 Januari 2016) 
Tahap-tahap atau proses pengoperasian listrik prabayar ini mulai dari 
pemasangan sampai pemakaian ini telah tertuang dalam prosedur yang 
dibuat melalui keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor.186.K/DIR/2010. 
Adapun hambatan yang dialami menurut Manajer PT PLN (Persero) 
Rayon Selayar: 
“Tidak ada pengurangan kWh, yang ada itu biaya Administrasi 
sebanyak Rp. 2.500,-. Awalnya harga pulsa itu Rp, 20,000,- dan 
bukan ada pengurangan kWh tapi karena biaya administrasi telah 
dipottong dari situ. Sekarang harga voucher sudah Rp.22,500,- 
agar masyarakat tahu bahwa memang ada biaya administrasi dan 
tidak ada pemotongan kWh”. 
(Wawancara, 21 Januari 2016) 
Belum adanya pengetahuan tentang pengoperasian meteran dan 
memasukkan nomor voucher karena selama ini belum ada sosialisasi 
program prabayar disemua desa dan kelurahan. Kemudian biaya Rp. 2,500,- 
bukan keuntungan yang ingin diambil oleh pihak mitra sebagaimana 
diungkapkan oleh Ny R sebagai pemilik loket : 
“Selama menjual voucher belum ada keuntungan yang saya 
dapatkan. Karena saya juga harus bayar speedy Rp.200,000,- 
perbulannya, air pdam, dan biaya listrik di PLN. Belum lagi harus 
menyetor pembelian voucher kepada pihak kedua” 
(Wawancara, 7 Januari 2016) 
Loket pembayaran listrik merupakan pihak yang bekerjasama adengan 
pihak ketiga (perusahaan-perusahaan). Selain itu ada juga loket pembayaran 
yang bekerjasama dengan Bank. Ini tertuang dalam perjanjian dengan pihak 
manajer PT.PLN Rayon Selayar pada Tanggal 27-10-2012. Sebelumnya 
pembayaran hanya dilakukan di PT.PLN (Persero) dan Bank serta Kantor 
Pos. Tapi dalam penerapannya menyulitkan masyarakat karena kantor 
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tersebut tidak tersedia 24 jam dan tidak semua masyarakat bisa membayar di 
ATM karena belum menjadi nasabah(tidak memiliki ATM). Loket pembayaran 
ini merupakan hasil kontrak dengan pihak ketiga dan menggunakan biaya 
pribadi biaya yang ditanggung perusahaan adalah biaya kertas saja. 
Hal ini sejalan dengan apa yang dituturkan Ny.Spemilik loket pembayaran 
saat diwawancarai: 
“Ini memakai biaya pribadi. Tidak banyak keuntungan yang kami 
dapatkan karena biaya voucher disetor ke pihak mitra.” 
(Wawancara, 07 Januari 2016) 
 
Biaya administrasi tersebut meliputi biaya penggunaan teknologi 
perusahaan dan Bank. Kemudian beberapa tarif dikenakan biaya materai dan 
PPJ (Pajak Penerangan Jalan). Contoh kasus : 
Pembelian : Rp. 100.000,- 
Administrasi : 
Rp. 2.000,- (administrasi bank merupakan kewenangan) 
masing-masing bank dan jumlahnya bervariasi. Angka Rp. 





Rp.  2.297,- (tariff PPJ ditentukan oleh Pemda besarnya 
bervariasi. Untuk pelanggan rumah tangga wilayah Jakarta 
tariff PPJ adalah 2.4 %) 
Rupiah token : Rp.  95.703,- 
Jumlah token : 70.8 kWh (Rp 95.703,- : Rp. 1.352,-). 
Jika dianalisis kembali maka tidak ada keuntungan yang diperoleh oleh 
penjual tenaga listrik maupun untuk PLN sendiri karena memang telah sesuai 
dengan peraturan pemerintah yaitu PP Nomor 24 Tahun 2000 tentang 
pemberlakuan biaya materai untuk pembelian listrik dan pajak penerangan 
jalan sesuai PP Nomor 28 tahun 2009. 
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Hasil analisis dariIndikator membuktikan bahwa inovasi masih kurang 
berhasil karena sesuai pengertian dari indikator ini yaitu merupakan ada 
kesesuaian proses dan output dari satu fase dengan fase lainnya. Indikator 
ini lebih menekankan bagaimana proses yang ditempuh sama dengan hasil 
yang diharapkan mulai dari penggalian ide, pengembangan konsep, definisi 
produk, pengembangan produk/proses, dan peluncuran produk. Kualitas 
proses dari awal dan akhir sangat diperhatikan dalam indikator ini. Proses 
dapat dikatakan sebagai tahap-tahap inovasi dilaksanakan dan output adalah 
hasil dari pelaksanaan tahap-tahap tersebut apakah dapat dikatakan sebagai 
inovasi yang memiliki nilai. 
Sedangkan beberapa proses dari listrik prabayar ini masih memiliki 
ketidaksesuaian karena melihat beberapa kendala yang dihadapi masih ada. 
7. Integrasi Lintas Fungsi Selama Proyek Berjalan 
Kesesuain lintas fungsi dan Inovasi Listrik Prabayar diungkapkan dalam  
wawancara dengan pihak manajer dan staf PT. PLN (Persero) Rayon Selayar 
serta Pihak mitra menyatakan bahwa: 
“Hubungan mitra oleh pihak kedua dan ketiga tidak terjadi secara 
langsun karena memang sudah demikian. PLN tidak mencampuri 
apa yang dilakukan Bank dan Kantor Pos, tapi kami saling 
mendukung karena memang telah tertuang dalam perjanjian. 
Namun Bank dan Kantor Pos wajib menyetor pembayaran listrik 
ke PT. PLN.” 
(Wawancara, 21 Januari 2016) 
 
Kemudian pernyataan ini dibenarkan oleh pihak dari Bank BRI selaku 
mitra PT. PLN terkait menyatakan bahwa : 
“Tidak ada kerjasama langsun karena memang bank sudah 
tersetting sistemnya. Tapi jika ada masalah maka kami akan 
menghubungi PT. PLN seperti struk tidak keluar maka kami harus 
berkonsultasi agar pelanggan dan Bank tidak rugi.” 
(Wawancara, 27 Januari 2016) 
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Kemudian Staf PT. PLN Bapak H yang telah diwawancarai menyatakan 
bahwa : 
“Semua pihak bekerja sesuai dengan keahliannya atau bidangnya 
sendiri. Peran pimpinan hanya berada ditingkat akhir jika ada 
masalah.” 
(Wawancara, 21 Januari 2016) 
 
Meskipun kerjasama yang dilakukan tidak begitu insentif namun harus 
tetap mengembang hubungan kerjasama yang baik sebagaimana pedoman 
perilaku antara pimpinan dan staf dan pihak mitra.  












Sumber : www.PLN.co.id 
Hasil dari analisis peneitian di atas menunjukkan bahwa belum ada 
integrasi atau kesesuaian yang intensif  karena pengertian dari indikator 
merupakan ada kerjasama antara fungsi selama proyek berlangsung secara 
terintegrasi. Mulai dari manajemen puncak, pemasaran dan jual purna jual, 
R&D desain, dan tim operasional. Artinya selama proses inovasi semua 
73 
 
harus bekerjasama secara terintegrasi baik antara pihak PT. PLN (Perseero), 
bank, dan loket pembayaran. 
8. Intergrasi dengan Lingkungan  
Salah satu mekanisme berlangganan listrik PLN saat ini adalah dengan 
listrik pintar (listrik prabayar), selain mekanisme pasca bayar yang sudah ada 
sebelumnya. Layanan listrik pintar tersebut diciptakan untuk memudahkan 
pelanggan mengatur penggunaan dan anggaran biaya listriknya sendiri. 
Disamping itu layanan listrik pintar juga untuk merespon berbagai keluhan 
pelanggan seperti catat meter kurang akurat, rekening melonjak, privacy 
terganggu karena didatangi petugas catat meter, dikenakan sanksi 
pemutusan karena lupa atau telat bayar rekening listrik. Dengan layanan 
prabayar maka berbagai keluhan tersebut  hilang dengan sendirinya. 
Tarif listrik prabayar PLN adalah sama dengan tarif listrik pasca bayar. 
Sebagai contoh, untuk pelanggan rumah tangga (R1) daya 1.300 VA maka 
tarif pemakaian sama yaitu Rp. 1.352 per kWh (kilo Watt hour). Besarnya 
tarif listrik bisa dilihat di www.pln.co.id. Keuntungan layanan prabayar, 
pelanggan tidak dikenakan rekening minimum seperti yang dikenakan pada 
pelanggan pasca bayar sehingga apa yang dibayar pelanggan betul-betul 
sesuai pemakaiannya. Jika pelanggan tidak menggunakan listrik maka saldo 





Tabel. 2 Tarif Listrik Prabayar dan Pasca Bayar 
Sumber : www. PLN.co.id 
Melalui listrik pintar, setiap pelanggan bisa mengendalikan sendiri 
penggunaan listriknya sesuai kebutuhan dan kemampuannya.Seperti halnya 
pulsa isi ulang pada telepon seluler, maka pada sistem listrik pintar, 
pelanggan juga terlebih dahulu membeli pulsa (voucher/token listrik isi ulang) 
yang terdiri dari 20 digit nomor yang bisa diperoleh melalui gerai ATM 
sejumlah bank atau melalui loket-loket pembayaran tagihan listrik 
online.Tentunya inovasi ini sangat berbeda dengan listrik pascabayar. 
Adapun dalam wawancara dengan salah satu pelanggan listrik prabayar 
Ny.AS yang memliki pernyataan sebagai berikut : 
“Tidak rumit menggunakan listrik pintar, saya dapat mengontrol 
pemakaian” 
(Wawancara, 12 Januari 2016) 
Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Bapak Reza danBapak 
Hamzah dalam hasil wawancara yang menyatakan bahwa : 
“Lebih mudah menggunakan listrik prabayar dan saya dapat 
mengontrol pemakaian. Hanya saja susah pembeliannya dan 
tidak pernah ada sosialisasi dari PT.PLN.” 
(Wawancara, 12 Januari 2016) 
Kemudian lebih memperjelas lagi tentang manfaat dari listrik prabayar ini 
dalam wawancara dengan Ny. ST menyatakan bahwa : 
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“Listrik prabayar lebih murah dan saya dapat mengontrol 
pemakaian berbeda dengan listrik pascabayar saya tidak bisa 
mengontrol pemakaian”. 
(Wawancara, Januari 2016) 
Rata-rata pelanggan yang beralih menggunakan listrik prabayar karena 
saat menggunakan listrik pasca bayar tidak dapat mengontrol pemakaian 
listrik yang mengakibatkan rekening listrik naik setiap bulannya. Dan ketika 
menggunakan listrik prabayar beban yang dirasakan lebih ringan karena 
teknologi yangdigunakan lebih baik. 































Sumber : www.pln.co.id 
Kelebihan dari teknologi ini adalah memiliki tanda peringatan jika isi 
voucher (kWh) sudah hampir habis sehingga konsumen dapat mengontrol 
pemakaiannya. Selain itu harga voucher beragam dan lebih murah daripada 
listrik pascabayar. Sistem pembayaran dimuka inilah yang membuat 
masyarakat merasa dapat mengontrol pemakaian karena ada tariffterlebih 
dahulu yang telah diketahui dan memilih sesuai kebutuhan.  
Melalui meter elektronik prabayar pelanggan dapat memantau pemakaian 
listrik sehari-hari dan setiap saat. Di meter tersebut tertera angka sisa 
pemakaian kWh terakhir. Bila dirasa boros, pelanggan dapat mengerem 
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pemakaian listriknya.Dengan nilai Pulsa Listrik (voucher) bervariasi mulai Rp 
20.000,00 s.d. Rp 1.000.000,- memberikan keleluasaan bagi pelanggan 
dalam membeli listrik sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan (lebih 
terkontrol dalam mengatur anggaran belanja keluarga). 
Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Manager PLN Rayon Selayar 
Bapak NA : 
“Listrik prabayar ini memiliki keunggulan karena masyarakat dapat 
memilih sendiri nominal voucher yang diinginkan sesuai 
kebutuhan sehingga dapat mengontrol pemakaian. Karena pada 
saat menggunakan listrik pasca bayar lebih banyak masyarakat 
yang menunggak karena tak mampu bayar. Listrik prabayar lebih 
hemat dan jikalau voucher habis terserah pelanggan ingin mengisi 
kembali atau tidak. Tapi jika pasca bayar tidak bisa menunda. 
Kalau menunda harus bayar denda yang telah ditetapkan dalam 
peraturan.” 
(Wawancara, 21 Januari 2016) 
Banyak manfaat yang didapatkan oleh pelanggan dengan adanya 
program prabayar ini, antara lain : 
1. Pelanggan dapat dengan mudah memantau pemakaian listriknya setiap 
karena produk jasa Listrik Prabayar ini telah dilengkapi dengan teknologi 
yang akan memberikan tanda kWh akan segera habis. Alaram itu seperti 
cahaya merah akan berkedip-kedip pada meteran dan memiliki bunyi 
keras sehingga masyarakat dapat dengan mudah memantau pemakaian. 
kWh juga dapat dilihat pada meteran tersebut. 
2. Pelanggan dapat mendisiplinkan diri sendiri untuk menggunakan listrik 
sesuai dengan anggaran belanja. Masyarakat tidak memiliki batas waktu 
untuk melakukan pembayaran setiap bulannya karena produk jasa ini 
kapan saja diisi sesuai dengan kemauan masyarakat.  
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3. PLN tidak berurusan lagi dengan pencatat meter dan jadwal pembayaran 
dan jadwal pembayaran setiap bulannya. Karena masyarakat dapat 
memeriksa sendiri pada meteran listrik prabayar. 
4. Pelanggan dapat membeli token (isi ulang energy listrik) di payment point, 
ATM dengan jaringan yang luas, kantor pos dan outlet-outlet atau konter-
konter yang menyediakan voucher online. Banyaknya yang telah menjual 
token sangat meringkan beban PLN sebagai pusat pembayaran listrik dan 
masyarakat juga tidak lagi berurusan dengan prosedur pemabayaran 
yang lama.  
Saat ini pembelian Pulsa Listrik (voucher) Pintar sudah bisa 
didapatkan di lebih dari 30.000 ATM di seluruh Indonesia. Selain itu bisa 
juga didapatkan di loket pembayaran listrik online.Adapun pembelian 
dapat dilakukan sebagai berikut: 
 Loket Payment Point Online Banking (Mitra Bank) 
 Bank Bukopin (ATM, SMS Banking, Teller) 
 Bank BPRKS (EDC, ATM, ADM, Internet Banking) 
 Bank Danamon 
 Bank Danamon Syariah 
 Bank BNI (ATM) 
 Bank Mandiri (ATM) 
 Bank BRI 
 Bank NISP (ATM) 
 Bank BCA (ATM) 
5. Pelaksanaan penyambungan cepat. Penyambungan dapat dilakukan 
melalui online atau manual ke PLN. 
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Kalau di selayar sendiri dapat dilakukan di BANK BRI, Kantor Pos, dan 
Loket resmi pembayaran yang tersebar diberbagai desa dan kelurahan. 
Tempat pembelian tidak lagi sulit didapatkan.  
Meskipun banyak memiliki manfaat tidak semua masyarakat menerima 
program ini karena masih banyak yang menggunakan listrik pascabayar. 
Salah satu informan yang telah diwawancarai Ny. M menyatakan bahwa: 
“Listrik Pascabayar lebih murah, penggunaan juga lebih hemat, 
saya telah nyaman menggunakan listrik pascabayar. Selain itu, 
pembayar bisa kapan saja, telah ada kepastian pemakaian listrik, 
dan pembayaran dapat dilakukan setelah memakai listrik.” 
(Wawancara, 13 Januari 2016) 
Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Bapak DU dalam wawancara 
menyatakan bahwa : 
“Listrik Pascabayar lebih murah, penggunaan listrik tidak terbatas, 
pembayaran dapat dilakukan setelah memakai listrik dan tidak 
rumit. Saya telah nyaman menggunakan listrik pasca bayar dan 
tidak ada keinginan menggunakan prabayar .” 
(Wawancara, 14 Januari 2016) 
Selain itu, ada juga pelanggan yang memiliki alasan lain masih 
menggunakan listrik pasca bayar yaitu Ny. HE dalam wawancara 
mengatakan bahwa : 
“Saya telah terlanjur menggunakan listrik pasca bayar, saya 
masih menggunakan listrik pasca bayar karena pembayar mudah 
dilakukan dan pemakaian listrik tidak terbatas.Saya netral untuk 
memakai karena memiliki prosedur yang rumit. Harus melapor 
perubahan daya dan pengaduan pemasangan belum lagi 
dikenakan biaya.” 
(Wawancara, 14 Januari 2016) 
Adapun proserdur pemasangan listrik prabayar adalah yaitu pelanggan 
datang langsung ke Kantor Pelayanan PLN terdekat dengan domisili/lokasi 
bangunan yang akan dirubah/ditambah dayanya dengan membawa : 
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 Fotocopy kartu identitas pemilik/pengguna bangunan (KTP/SIM) yang 
masih berlaku. 
 Denah/peta lokasi bangunan (diperlukan untuk memudahkan dalam 
proses survey lapangan). 
 Pelunasan tagihan listrik bulan terakhir 
 Membayar biaya tambah daya. 
Pengajuan permohonan sambungan baru juga dapat dilakukan melalui 
saluran telepon Call Center PLN 123. 
Setelah persyaratan diatas dipenuhi, tahapan berikutnya adalah : 
 Pemberkasan administrasi permohonan sambungan baru, 
 Survey lapangan untuk mengetahui secara persis kondisi kelistrikan 
dilapangan (kondisi teknis, jarak dengan tiang terdekat, jarak dengan trafo 
terdekat, dan informasi teknis lainnya). 
 Calon pelanggan menyelesaikan proses admistrasi di Kantor PLN. Proses 
pembayaran biaya penyambungan hanya dapat dilakukan di Kantor PLN 
dan atau melalui Bank yang ditunjuk. 
 Menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL). 
 PLN akan melakukan penyambungan listrik ke bangunan pelanggan, 
setelah seluruh proses administrasi terselesaikan dan secara teknis 
sudah dapat dilakukan penyambungan. 















Sumber : PT. PLN Rayon Selayar 
Gambar tersebut merupakan prosedur pemasangan lisrtik prabayar yang 
telah dapat dilakukan secara online. Hanya dengan mengunjungi website 
www.pln.co.id 
Kemudian adapun prosedur Pasang Baru/Tambah Daya 450 VA & 900 
VA yaitu : 
Sehubungan dengan kriteria yang ditetapkan Pemerintah bahwa penyaluran 
listrik kepada rumah tangga dengan tariff bersubsidi hanya diperuntukan bagi 
rumah tangga miskin dan rentan miskin yang terdapat pada data Tim 
Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), maka layanan 
penyambungan baru dan perubahan daya (PB/PD) untuk konsumen rumah 
tangga daya 450 VA dan 900 VA hanya dapat diproses apabila menyertakan 
fotokopi salah satu dari dokumen yang diterbitkan oleh pemerintah sebagai 
berikut : 
1. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) 
2. Kartu Perlindungan Sosial (KPS) 
3. Kartu Indonesia Sehat (KIS) 
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4. Kartu Indonesia Pinta (KIP) 
5. Surat Keterangan dari TNP2K yang menyatakan bahwa rumah tangga 
tersebut termasuk dalam kategori miskin dan rentan miskin. 
Bagi konsumen rumah tangga yang selama ini sudah dilayani namun 
tidak memiliki salah satu dari dokumen yang diterbitkan oleh pemerintah di 
atas, atau tidak termasuk sebagai rumah tangga miskin dan rentan miskin 
sesuai data TNP2K, maka per 1 Januari 2016 tidak lagi diperlakukan sebagai 
konsumen dengan tariffbersubsidi.Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) 
dari Lurah /Kepala Desa tidak lagi dapat menjadi dasar persetujuan 
pemberian sambungan rumah tangga dengan daya 450 VA atau 900 VA 
dengan tariff bersubsidi. 
Untuk permintaan penyambungan baru dan tambah daya, Konsumen 
hanya membayar BP sesuai Permen ESDM No.33 Tahun 2014. Konsumen 
tidak dikenakan biaya penyambungan tambahan dalam bentuk apapun. 
Ketentuan petunjuk pelaksanaan penyambungan baru dan perubahan daya 
mengacu kepada Surat Dirut No. 0540.161/DIRUT/2013 tanggal 22 Mei 
2013.Biaya penyambungan (BP) adalah biaya yang dibayar konsumen untuk 
memperoleh penyambungan tenaga listrik atau penambahan daya. BP tidak 
dimaksudkan sebagai pembelian material oleh konsumen/calon konsumen 
kepada PLN.  
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Tarif BP mengalami perubahan dengan perubahan tariff baru BP yang 
diatur pada Permen ESDM No.33 Tahun 2014 yaitu sebagai berikut : 
Tabel 3. Tarif BP Listrik PLN 
Sumber : www.pln.co.id 
Adapun tariffini telah diatur dalam Permen ESDM Nomor 9 tahun 2014 
tentang Tarif tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Peseroan (Persero) 


















Sumber : www.pln.co.id 
Dampak kepuasan pelanggan dalam pelayanan kelistrikan tentu harus 
menjadi perhatian dan prioritas PT PLN (Persero) Kabupaten Kepulauan 
Selayar. Mengingat masyarakat tidak percaya lagi pada PT PLN sesuai 
dengan wawancara dengan pelanggan listrik Pasca bayar Ny. SA 
menyatakan bahwa : 
“Selalu berubah-ubah biaya listrik setiap bulannya padahal saya 
hanya memakai TV dan lampu serta Setrika, listrik sering padam, 
prosedur penambahan daya yang rumit, dan pelayanannya masih 
kurang memuaskan” 
(Wawancara, 14 Januari 2016) 
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Menurut keterangan Bapak NA selaku Manajer PT PLN (Persero) Rayon 
Selayar dalam wawancara mengatakan bahwa: 
“Listrik sering padam bukan sepenuhnya karena kita sengaja. 
Tapi memang sering terjadi di luar kendali. Jika hujan deras 
disertai angin kencang tentunya kabel listrik yang berada di antara 
pohon kelapa putus. Kemudian mesin yang rusak juga menjadi 
masalah utamanya. Biaya selalu berubah-ubah itu kadang kala 
terjadi kesalahan mencatat rekening pada meteran, masyarakat 
tidak bisa mengontrol pemakaiannya.” 
(Wawancara, 21 Januari 2016) 
Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan telah terintegrasi dengan 
lingkungan meskipun masih memiliki kendala dengan merujuk kepada 
indikator ini yang menjelaskan bahwa inovasi perlu sesuai dengan konteks di 
mana inovasi dilakukan dan hasil inovasi akan digunakan. Indikator ini 
berkaitan dengan semua aspek pendukung inovasi mulai dari penggunaan 
teknologi, manfaat program bagi masyarakat/konsumen, dampak inovasi 
terhadap lingkungan, distributor dan penjual. Penelitian ini hanya berfokus 
pada bagaimana manfaat inovasi pada program dan apa dampaknya 
terhadap organisasi dan masyarakat. Belum maksimalnya pelayanan PT PLN 
(Persero) Kabupaten Kepulauan Selayar tentu menjadi evaluasi para 
karyawan PT PLN (Persero) agar menjadi lebih baik lagi.  
IV.9 Keberhasilan Inovasi Pelayanan Publik Listrik Prabayar 
 Inovasi yang berhasil adalah inovasi yang menciptakan nilai lebih besar 
untuk konsumen atau masyarakat  (pelanggan), untuk komunitas, dan lingkungan 
pada saat yang sama. Inovasi yang berhasil harus bernilai, guna bukan hanya 
dari bidang ekonomi tetapi juga bagian sosial pada kontek inovasi tingkat individu, 
organisasi, dan masyarakat. 
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 Inovasi listrik prabayar sangat bernilai guna bagi perubahan pelayanan 
dan kepuasan pelanggan saat ini. Dikatakan berhasil karena memiliki nilai guna 
seperti memberdayakan masyarakat dan mengontrol pemakaian listrik 
masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar. Teknologi yang digunakan tentu 
memiliki peran penting dalam mengawal penerapan inovasi ini. Mulai dari 
pemasangan hingga penggunaan listrik prabayar yang didukung oleh mitra 
menjadi salah satu faktor yang menjadikan inovasi ini sangat berguna. Tapi 
keberhasilan ini tentu bukan hanya dari faktor ekonomi tapi bagamana 
lingkungan sosial mendukung inovasi dan saat meneliti kekurangan dari listrik 
prabayar ini karena tidak disosialisasikan dengan baik sehingga masyarakat 
belum memiliki pengetahuan tentang operasi dan keseluruhan inovasi ini. Belum 
lagi kondisi lingkungan perkebunan masyarakat menjadi penyebab matinya listrik 
apabila cuaca sedang hujan karena tiang ada dibawah pohon kelapa.Kemudian 
juga daya pembangkit listrik yang masih menggunakan solar. 
 Keberhasilan inovasi listrik prabayar dari segi prinsiip De Meyer dan Garg 
tentunya belum memenuhi kesemua prinsip tersebut. Masih banyak  kendala dari 
penerapan inovasi ini yang dapat dilihat diatas. Kendala tersebut tentunya sangat 
mempengaruhi tingkat keberhasilannya. Namun terlepas dari hal tersebut 











 Penerapan Inovasi dalam Pelayanan Publik sektor Jasa PT PLN (Persero) 
di Kabupaten Kepulauan Selayar belum berjalan dengan baik karena integrasi 
organisasi belum terpenuhi dengan maksimal. Seperti pada kelima indikator dari 
De Meyer dan Garg meskipun indikator pertama dan keempat telah terpenuhi 
namun indikator integrasi intertemporal antar fase-fase yang berbeda dalam 
proyek belum terintegrasi dengan baik dikarenakan dalam proses pembelian 
voucher masih sering terdapat kendala. Kemudian pada integrasi lintas dungsi 
selama proyek berjalan belum terintegrasi dengan baik karena tidak terjalan 
secara intensif karena sistem telah terpusat sehingga masing-masing instansi 
tidak melakukan kerjasama secara efektif. 
V.2 Saran  
Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran 
yang diharapkan dapat menjadi masukan untuk mengefektifkan penerapan 
inovasi Listrik Prabayar di Kabupaten Kepulauan Selayar, antara lain : 
1. Seluruh staf harus benar-benar menanamkan bahwa inovasi ini harus 
berjalan dengan baik sesuai dengan visi dan misi strategis organisasi 
sehingga masyarakat dapat puas dalam pelayanan listrik. 
2. Seluruh staf terkhusus Bagian Administrasi Pelayanan harus 
mencatat dan menyurvei keluhan listrik pelanggan agar data tersebut 
dapat menjadi bahan evaluasi dari PT PLN sendiri agar tahun 
berikutnya dapat lebih baik lagi. 
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3. Semua staf termasuk pimpinanserta harus bekerjasama lebih insentif 
lagi agar inovasi ini dapat sukses tanpa kendala. 
4. Sosialisasi harus lebih banyak agar masyarakat dapat memperoleh 
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1. Listrik Prabayar (LPB) adalah produk layanan pemakaian tenaga listrik yang 
menggunakan meter elektronik prabayar dengan cara pembayaran dimuka. 
2. Meter Prabayar (MPB) adalah meter energy yang dipergunakan untuk 
mengukur energy listrik (kWh) yang dikonsumen oleh Pelanggan yang 
berfungsi setelah pelanggan memasukkan sejumlah stroom tertentu 
kedalamnya. 
3. Nomor Meter adalah yang tertera dalam MPB sebagai nomor identitas pada 
saat transaksi pembelian isi ulang dan pengaduan, yang terdiri dari 11 
(sebelas) digit bersifat unique dan tidak sama antara meter yang satu dengan 
meter lainnya. 
4. Stroom adalah kode angka yang setara dengan energi listrik tertentu yang 
dituangkan dalam 20 (duapuluh) angka yang bersifat unique (hanya cocok 
untuk nomor serial meter prabayar 11 (sebelas) angka tertentu). 
5. Stroom Perdana adalah kode angka yang mewakili sejumlah energi listrik 
tertentu yang harus dibeli oelh pelanggan pada saat penyambungan 
baru/perubahan daya dan migrasi ke prabayar. 
6. Pembelian isi ulang stroom adalah pembelian kembali stroom oleh 
pelanggan yang dilakukan ditempat-tempat penerimaan pembayaran tagihan 
listrik. 
7. Stroom Darurat adalah stroom penggantian yang dibeli secara langsung 
oleh pelanggan di kantor PLN yang disebabkan seluruh loket penjualan 
stroom setempat tidak dapat melayani transaksi pembelian stroom. 
8. Peringatan Awal adalah sinyal yang dipancarkan oleh MPB sebagai 
pemberitahuan bahwa stroom tinggal tersisa sejumlah kWh tertentu.  
9. Tenaga listrik adalah satu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, 
ditransmisikan dan didistribusikan untuk semua keperluan oleh PLN kepada 
pelanggan.  
10. Alat Pembatas dan Pengukur (APP) adalah alat milik PLN yang dipakai 
untuk membatasi daya listrik dan mengukur energi listrik yang dipakai oleh 
pelanggan. 




12. Instalasi Pelanggan adalah instalasi ketenagalistrikan milik pelanggan 
sesudah APP milik PLN. 
13. Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) adalah deskripsi kwantitatif beberapa 
indikator mutu pelayanan yang dinyatakan oleh PLN secara berkala. 
14. Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) adalah pemeriksaan yang 
dilakukan oleh PLN terhadap Instalasi PLN dan/atau Instalasi Pelanggan. 
15. Segel adalah suatu alat yang dipasang oleh PLN pada APP dan 
perlengkapan APP sebagai pengamanan APP. 
16. Biaya Keterlambatan adalah biaya yang dibebankan kepada pelanggan 
regular/pasca bayar karena tidak memenuhi kewajiban membayar tagihan 
PLN tepat pada waktunya. 
17. Tagihan Susulan (TS) adalah tagihan yang dikenakan kepada pelanggan 
sebagai akibat adanya pelanggaran atau kelainan pemakai Tenaga Listrik 
yang dipasok dari PLN. 
18. Surat Pemangku Hutang (SPH) adalah surat pernyataan kesanggupan 
pelanggan untuk mengakui dan melunasi kewajiban pembayaran atas 
tagihan Susulan kepada PLN. 
19. Pemutusan Sementara adalah penghentian untuk sementara penyaluran 
Tenaga Listrik ke Instalasi Pelanggan. 
20. Pembongkaran Rampung adalah penghentian untuk seterusnya penyaluran 
tenaga listrik ke Instalasi Pelanggan dengan mengambil seluruh instalasi PLN 
yang dipergunakan untuk penyaluran tenaga listrik ke Instalasi Pelanggan. 
21. Daya Tersambung adalah yang disepakati Para Pihak yang dituangkan 
dalam syarat dan ketentuan Jual Beli Tenaga Listrik. 
22. Uang Jaminan Langganan (UJL) adalah uang yang merupakan jaminan 
atas pemakaian daya dan tenaga listrik selama menjadi pelanggan regular. 
23. Tarif Tenaga Listrik (TTL) adalah ukuran biaya yang harus ditanggung oleh 
pelanggan dalam memakai listrik. 
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